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MOTTO

“Man Jadda Wa Jadda “
(Siapa Bersungguh-Sungguh Dia yang Mendapat)

Kesuksesan diukur bukan berdasarkan Jposisi yang telah dizaih........
detapi dengan hambatan yang dilewati saat mencoba untuk berhasil.

Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam
mengatasinya adalah sesuatu yang utama.

9(_e/u'du,oan. itu seperti sebuah certmin - J'ika en.gkaa meng/zadia/zkan.
senyuman ke,oadan.#a maka en.gkau akan men.da,oatkan#a kembali.

GPpabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah
betbuat baik tethadap dixi sendixi. ( oBen#amin. dFreanklin )

%menangan. yang seindah - in.da/zn#a dan sesukarx - Aaka’cn#a yang
boleh direbut oleh manusia ialah menundukan dixi sendixi.

( Vbu Kartini )

fendidikan metupakan petlengkapan paling baik untuk hati tua.
(gFxistoteles)

If There Is A 'Will - There Is A Way.........

A Drop Of Ink Can Move A Million People To Think.

‘We Can Take From Our Life Up
To What 'We Put To It.
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Aku ingin mengubah duniaku..... tapi tak mungkin.....

Karena ia terlalu besar untukku.......

Aku ingin mengubah negaraku...tapi tak mungkin.....

Karena ia terlalu rusak.......

Aku ingin mengubah keluargaku..... tapi tak mungkin.....

Karena aku sudah terlampau jauh.......

Lalu aku berfikir.....

Mengapa aku tak mengubah diriku sendiri menjadi lebih baik.....
Dengan mengubah diriku sendiri... Aku bisa mengubah keluargaku...
Dengan bantuan keluargaku... Aku bisa mengubah negaraku...
Dengan mengubah negaraku... Aku telah mengubah diriku menjadi
lebih baik.......... (~_")

AND THAN.,,..J WANNA SAY THANKS ALLOT 70 :

My GOD-Allah and Muhammad SAW
(Subhanallah...Kuasa-Mu tak henti-hentinya memberi anugerah serta
keteladanan dan sunnah-Mu menjadikan hidup lebih hidup)

Ayah (alm.) dan Ibu (almh.) ..........
(Allahumma fighri waliwaldayyawarhamhuma kamaa robbayani soghiroo)

My big family in everywhere..........
(Terima kasih atas doa, support serta nasihat-nasihatnya)

My Lecturers.........
(Terima kasih atas doa, support dan nasihat-nasihatnya)

All my friends..........
(Kebersamaan yang akan slalu aku rindukan..... Makasih atas semua doa,
waktu, canda, tawa maupu duka yang kita bagi bersama.....)

Almamaterku..........
Serta para pembaca yang budiman..........
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RINGKASAN

Mahardika, Dhenis Christina. 201Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Msyarakat Di
Kabupaten Blitar (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabup#en Blitar). Skripsi,
Jurusan Illmu Administrasi Publik Fakultas [Imu Adhistrasi Universitas
Brawijaya Malang. Pembimbing : (1). Prof. Dr. DBambang Supriyono, MS
(2). Drs. Romula Adiono, M.AP. 124 + x.

Untuk menciptakan kinerja yang berkualitas dan rapac produktivitas
yang tinggi, diperlukan sumber daya manusia yargtsbaik jasmani maupun
rohani. Karena kesehatan merupakan kebutuhan gasgr menunjang semua
aktivitas kehidupan. Sangat rendahnya mutu kesehatsyarakat bukan hanya
disebabkan oleh pemikiran masyarakat yang kurardulpeéerhadap masalah
kesehatan, tetapi juga disebabkan oleh pemeriraaly urang memperhatikan
sektor ini. Tetapi setelah diberlakukannya otonataerah dengan Undang-
Undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. & 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah ditumiwk menyediakan
pelayanan masyarakat. Dan salah satu unsur @add Governanceadalah
responsivitas, maka tuntutan masyarakat terhadapomsivitas suatu dinas
kesehatan sangat besar, mengingat dinas kesehatailikntugas menangani
masalah kesehatan yang ada di suatu daerah.

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diperkuahghn teori dan kajian
tentang paradigma administrasi publik, pelayanarbliku pelayanan yang
responsif serta pelayanan kesehatan. Metode yaggnakan yaitu metode
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatdng mengambil lokasi
penelitian di Kabupaten Blitar dengan situs Dinaséhatan Kabupaten Blitar.
Teknik pengumpulan datanya dengan cara observasiwvamcara, serta
dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakalisis data yang
dikembangkan oleh Spradley.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Ket®haabupaten
Blitar telah mempunyai tingkat responsivitas yamgup, dilihat dari beberapa
prinsip responsivitas seperti akses, pilihan, imiasi, perbaikan dan keterwakilan.
Beberapa upaya peningkatan responsivitas juga teld@ikukan dengan
menambah sarana dan prasarana, melaksanakan lzelpecgpam baru, serta
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber dayausian meskipun masih
mengalami beberapa hambatan, namun tidak menghalgagya peningkatan
responsivitas. Sebaliknya lebih mengoptimalkan diakpendukung sebagai
kekuatan dan modal utama untuk mencapai keberhasila

Oleh karena itu di dalam penelitian ini, penulisnysrankan agar Dinas
Kesehatan Kabupaten Blitar mampu mempertahankastagieserta keberhasilan
yang telah diraih dan perlu meningkatkan lagi kaalipelayanannya untuk
mencapai prestasi-prestasi yang lain. Selain itarpserta masyarakat sebagai
penerima pelayanan juga harus dikedepankan, disgmkérjasama dengan
pihak-pihak lain agar tercipta suatu pelayananipwaing memberikan kepuasan
bagi semua pihak.

[



SUMMARY

Mahardika, Dhenis Christina. 201Responsivity of Local Government In
Improving the Quality Of Service Of Health To Soci¢y In Blitar District
(Study At Blitar District Health Office). Thesis, Public Majors Administrative
Science of Faculty Administrative Science Universif Brawijaya. Supervisor :
(1). Prof. Dr. Drs. Bambang Supriyono, MS (2). Domula Adiono, M.AP.
124 + x.

Both human resources of physical and spiritual thgahre needed to
create a quality performance and achieve the higtyetivity. Since the health is
a basic necessity that supports all the life aotisi The lowest public health
guality is not only caused by lacking of societinking concerned about health
issues, but also by lacking of government attentmithis sector. But after the
implementation of regional autonomy in the Law N@mB2 of 2004 and the Law
Number 33 of 2004 on Regional Government, the LoGalvernment is
prosecuted to provide the public service. And offiethe elements of good
governance is responsive, then the society demanthe responsive of health
department is very large, considering health depamt has the duty to handle the
health issues in a certain area.

Theoretically, the thesis writing is strengthengdhe theory and study of
public administration paradigm, public servicesspansive services and health
services. The method which used is descriptivearebewith qualitative approach
that located in Blitar District Health Office. Tauljue of data collecting by
observation, interviews and documentation. Whike @halysis of data using data
analysis developed by Spradley.

In this study indicates that Blitar District HdalDffice has had a sufficient
level of responsive which can be seen from somgoresve principles, such as,
access, choice, information, redress and reprdsamt&ome efforts to increase
the responsive also has been done by adding fesiliand infrastructure,
implement some new programs, and improving theityuahd quantity of human
resources, although it still has some obstaclesbuto obstruct the increasing of
responsive. In contrast, making more optimum thppetting factors as the
strength and the primary requirement to achievestioeessful.

Therefore, in this study, the writer suggested Bl#ar District Health
Office was able to maintain the achievements amdsticcess which have been
achieved and necessary to increase the qualitytsokarvices to reach other
achievements. Besides, the society role as a estipf service should be also put
forward, in addition, cooperation with another irder to create a public service
that gives great satisfaction to all parties.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan nasional Bangsa Indonesia sebagaimana tarmakialam
Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bahlgkmesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraanmunmmencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertihamadyang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan s@&m rangka mencapai
tujuan nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksa penyelenggaraan negara
yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengamutemmakan persatuan dan
kesatuan bangsa, serta berdasarkan Pancasila dap WDR45, dimana
penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangnasional dalam
segala aspek kehidupan bangsa.

Seperti yang diketahui bahwa esensi dari programepeatahan lima
tahun mendatang adalah peningkatan kesejahterkgait,r@aenguatan demokrasi,
dan penegakan keadilar(Prosperity, Democracy and Justice)Untuk
melaksanakan hal-hal tersebut, pemerintah telahetapkan pokok-pokok
program kerja yang meliputi 13 bidang pembangunangymerupaka sasaran
program pembangunan nasional dan diantara progragrgm tersebut terdapat
bidang kesehatan yang menjadi fokus utama dalanodee lima tahun
mendatang. Pembangunan kesehatan berperan pendilagn dmembangun

manusia sebagai sumber daya pembangunan, mengikgherhasilan



pembangunan suatu negara tidak lepas dari sekdeh&an sebagai indikatornya.
Oleh karena itu pembangunan di bidang kesehatanegemy peranan penting
dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Sebagaimana dikemukakan Muninjaya (2004:45) bahefzatsadalah
suatu keadaan yang optimal baik fisik, mental maumosial, dan tidak hanya
terbatas pada keadaan bebas dari penyakit atamaede saja. Sedangkan
menurut UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatanl fjassenyebutkan bahwa
kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, fla sosial yang
memungkinkan tiap orang hidup produktif secaraadatan ekonomis. Jadi dapat
kita simpulkan bahwa sehat adalah suatu kondisiosasg baik fisik, mental, dan
sosial terbebas dari penyakit dan mampu melaksaraiavitas untuk memenuhi
kebutuhan sosial dan ekonomisnya.

Selanjutnya dalam UU RI No0.23 Tahun 1992 tentangselkatan,
ditegaskan bahwa : “Pembangunan kesehatan bertwjoark meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehatdieg orang agar terwujud
derajat kesehatan masyarakat yang optimal”. Dalath tersebut ditegaskan
bahwa tiap-tiap warga negara Republik Indonesiddememperoleh derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu digiégkan dalam usaha-usaha
kesehatan pemerintah Republik Indonesia dan dekegghatan yang setinggi-
tingginya itu harus dapat dicapai oleh seluruh aakydonesia secara merata.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputiaalda upaya
kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan asetempadu dan

berkesinambungan untuk mencapai hasil yang optkasna sektor kesehatan



menyentuh langsung pemberdayaan manusia sebag@ tgmbak pelaksanaan
pembangunan yang diharapkan memiliki tingkat praifitds yang tinggi dalam
pembangunan. Untuk itu, pemerintah harus bertargjgwab dibidang kesehatan
masyarakat. Pemerintah berkewajiban menjamin késehdasar penduduknya
dan sekaligus menghapus kemiskinan dengan cara naiaikemn akses penduduk
miskin terhadap pelayanan kesehatan seluas-lua&tgh.sebab itu, maka harus
ada perubahan paradigma yang selama ini terjadtiatea didukung oleh adanya
otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-Untkmg2 Tahun 2004 dan
UU No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerakaldstem pemerintahan
di Indonesia mengalami transisi dari sentralisaenjadi desentralisasi. Yaitu
dimana seluruh kewenangan yang ada di pusat disarakepada pemerintah
daerah untuk mengurus rumah tangga daerah sesugard&emampuan daerah
masing-masing.

Menurut Susilih (Jurnal Administrasi Negara, 2002:8esentralisasi atau
otonomi adalah persoalan yang menyangkut hak asasusia, karena dalam
desentralisasi individu diberikan kebebasan untrkkir dan bertindak atas dasar
aspirasi masing-masing, tiap individu dipenuhi kehan hidupnya dengan cara
dan kualitas terbaik, berpartisipasi dalam kehidupasial, ekonomi, dan politik
dengan tidak ada kontrol langsung dari pemerintegaip

Salah satu pasal dalam UU No.32 tahun 2004 menamsartg bidang
kesehatan yaitu pasal 14 yang menyebutkan bahwa :

1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintamatlakabupaten/kota
merupakan urusan yang berskala kabupaten/kotautielip

a. Perencanaan dan pengendalian pembanguanan
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang



Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentramayanasat
Penyediaan sarana dan prasarana umum
Penanganan bidang kesehatan
Penyelenggaraan pendidikan
Penanggulangan masalah sosial
Pelayanan bidang ketenagakerjaan
Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil daemgah
Pengendalian lingkungan hidup
Pelayanan pertanahan
Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
Pelayanan administrasi penanaman modal
Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peratupgrundang-
undangan
2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifdtapi meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotefigk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondishagahk, dan potensi
unggulan daerah yang bersangkutan
3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dasamlPa pasal 11, pasal
12, pasal 13, ddan pasal 14 ayat (1) dan ayatig@zyrdebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah

TOoS3ITATTS@T0Q0

Di dalam pasal 14 di atas, disebutkan salah satanlgi yang menjadi
kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota ad@lahg kesehatan. Karena
kesehatan berkaitan langsung dengan pengembangaped#berdayaan sumber
daya manusia sebagai faktor penggerak pelaksam@arotadaerah agar mampu
bersaing dengan daerah lainnya dengan potensidyamiiikinya.

Otonomi memungkinkan adanya desentralisasi bidaegehatan yang
lebih bersifatbottom-updan disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di
masyarakat. Ada dua peran pemerintah di bidanghkéme. Pertama, melindungi
kesehatan penduduk miskin dengan mengidentifikasmlghnya serta
menyediakan dana untuk itu. Mekanismenya bisa larggdiberikan kepada

pelayanan kesehatan atau lewat asuransi. Keduas tpgmerintah adalah



melaksanakan program kesehatan yang bersifat keselaasyarakatp(blic
goods health servicesYaitu, pelayanan yang mempunyai dampak luas dapa
masyarakat, seperti kontrol vektor, pencegahan spolsanitasi, imunisasi,
penanganan penyakit yang mengancam kesehatan adestyar
Sedangkan tugas dan tanggung jawab pemerintah oteblt No.23
Tahun 1992 tentang kesehatan pasal 6 s/d 9, adalah
1. Pemerintah bertugas mengatur, membina dan mengpemgelenggaraan
upaya kesehatan
2. Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesefsatg merata dan
terjangkau oleh masyarakat
3. Pemerintah bertugas menggerakkan peran serta dagayelenggaraan
dan pembiayaan kesehatan, dengan memperhatikasi &ogjal sehingga
pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang kuranguni@tap terjamin
4. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkamjatekesehatan
masyarakat
Menurut Susilih (Jurnal Administrasi Negara, 2002;3di era otonomi
daerah pemerintah daerah dituntut untuk memberikesejahteraan kepada
masyarakat daerahnya dengan penyeduagtic serviceyang sangat dibutuhkan.
Menurut UU No.23 Tahun 1992 pasal 57, penyedigablic serviceoleh
pemerintah daerah di bidang kesehatan diwujudkéamd@aembangunan sarana
kesehatan yang berfungsi untuk melakukan upayahk&me dasar atau upaya
kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan pegu@ag tetap memperhatikan
fungsi sosial.
Keadaan ekonomi yang sangat lemah saat ini merogsstah satu bentuk
proses penyadaran terhadap kita semua bahwa peuomzemgesehatan haruslah

mendapatkan perhatian yang diutamakan. Sehingga gita suatu respon

penyikapan yang benar-benar proaktif terhadap paialaan dalam masyarakat,



dikawatirkan akan muncul suatu dampak-dampak yasogra langsung dapat
dirasakan terhadap berlangsungnya kehidupan m&syaraisalnya yaitu: krisis
ekonomi dimana disamping memenuhi kebutuhan hidwgséari itu sulit, maka
akan melupakan pentingnya nilai kesehatan akhimgayarakat akan terpuruk
dalam grafik yang sulit untuk naik dalam skala ekon sosial, politik dan
mengenai segi kesehatannya. Belum lagi munculnygdi negatif yang dialami
masyarakat ekonomi bawah yaitu: turunnya derajategpethan dasar kesehatan
secara drastis yang dialami setelah beberapa Inaéméran kebutuhan banyak
yang tidak tercukupi. Berdasarkan fenomena yangmaka sudah menjadi
kewajiban kita semua untuk peduli terhadap pemhaaglkesehatan.

Pelayanan sebagai jasa publik harus dapat dijangleuseluruh lapisan
masyarakat, dimana kesehatan pada dasarnya menupsdaa non komersial dan
substansi kesehatan sulit disamakan dengan mdsstiadupan setiap orang yang
cenderung kompleks. Kerjasama lintas sektor pada menanganan kesehatan
pada pemerintah daerah dipandang sangat perlglhtikan dengan pendekatan
kawasan sehingga diharapkan akan lebih meningkatkaarja pembangunan
kesehatan dalam masyarakat. Ada beberapa prograrbapgunan yang terkait
dengan segi kesehatan, tetapi kenyataan kurangabvasan kesehatan, artinya
yaitu program dari Dinas Kesehatan itu lebih cemadgr mengesampingkan
tentang ekonomi sehingga efek-efek yang terjadelaet pelaksanaan dari
program dalam masyarakat untuk hidup sehat damglestian mutu terhadap
kesehatan lingkungan, merupakan suatu pertimbarygawy dapat dilakukan

pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan, sehitidgh terjadi hal-hal yang



seharusnya dilakukan dalam program tidak dilaksamalalam pelaksanaannya.
Hal-hal yang demikian ini sering kali terjadi daerisg menimbulkan adanya
ketimpangan dan sering menimbulkan adanya kegagak#tn program dari Dinas
Kesehatan dalam rangka melaksanakan pelayananaeymsyarakat.

Dengan demikian maka, diharapkan masyarakat sebgibak yang
dilayani akan merasa lebih puas terhadap pelayaman supaya lebih
meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakata Dinas Kesehatan
perlu mempersiapkan semua staf, perangkat, saemardsarana untuk menjadi
lebih baik dan mengevaluasi untuk semua kegiatarbaiang yang dilaksanakan.
Sampai sekarangpun masih banyak hal-hal yang bsésmai dan menunjukkan
adanya kualitas yang kurang baik. Sebagai contoh atlanya wacana yang
berkembang selama ini telah menunjukkan bahwa kbbuatpelayanan kesehatan
telah menjadi barang mewah bagi lapisan bawah mastayang merupakan
mayoritas di negeri ini. Hal ini bersamaan dengarurtnya pendapatan riil
masyarakat akibat laju inflasi dan berkurangnya tmmsumber pendapatan
akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Karesrimbangan-pertimbangan
efisiensi dan rasionalitas yang sangat mendomuhalain mencapai tujuan yang
diinginkan, menyebabkan lapisan bawah masyarakandapatkan prioritas
pelayanan kesehatan yang lebih rendah dari padaggmt yang lain yang lebih
tinggi tentang kemampuan segi keuangannya.

Seringkali fenomena-fenomena yang ada dalam Dinaselatan
menjadikan suatu pekerjaan terhadap pencapaiaanttijdak tercapai apa yang

telah menjadi target dan program yang ada, sehipggémbangan mengenai



masalah kesehatan mencakup jasmani dan rohani akamupermasalahan yang
sangat penting dan menjadi hal paling utama yargshdiutamakan dan itu
seringkali kurang mendapatkan perhatian yang seKesehatan jasmani dan
rohani sekaligus merupakan hambatan, terhadap jkimeasyarakat yang ada
dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tenturg@adi suatu pertimbangan
yang penting.

Masa reformasi saat ini salah satu bentuk pelayapablik dari
pemerintah daerah yang dibutuhkan masyarakat. &&aypublik yang dilakukan
pemerintah itu sangat banyak bidang seperti pekatidikesehatan, transportasi,
kebersihan, kesejahteraan social dan lain-lain. idalmenunjukkan bahwa
pemerintah dalam hal pelayanan publik sangat kdmgén mencakup hamper
semua bidang dalam kehidupan sehari-hari dalamareisat. Ada suatu pendapat
bahwa luasnya ruang lingkup jasa pelayanan puldikgydiselenggarakan oleh
pemerintah hingga semua orang mau tidak mau haemenmma bahwa peranan
birokrasi melalui pelayanan publik itu mutlak adaniKumorotomo (1994:129),
mempunyai pendapat bahwa pelayanan bidang kesemmaampakan bentuk dari
pada peranan bidang kesehatan dalam memberikaapalayang dilakukan oleh
pemerintah.

Segi pelayanan kesehatam yang diberikan biasangandaal melayani
mulai dari hal-hal yang paling mendasar, tahap @galcan dan pemberantasan
penyakit dan sebagainya. Jika ditinjau dari padpagi#as pemerintah daerah

maka pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh Peafennélalui suatu Dinas



yang ditunjuk. Dalam pemerintahan, Dinas Kesehatemupakan dinas yang
bertanggung jawab dalam masalah kesehatan secaiarkdan.

Fungsi dari pada Dinas Kesehatan salah satunyahadabmberikan
pelayanan sepenuhnya terhadap semua bidang masalghada hubungannya
dengan kesehatan. Tetapi Dinas Kesehatan belumnidapea memberikan
pelayanan yang terkait dengan bidang kesehataeitdiri hal ini terbukti adanya
diskriminasi pelayanan kesehatan terhadap masyaaakara golongan ekonomi
bawah dan tingkat ekonomi atas. Ada permasalan patigg mendasar yang
diterima oleh masyarakat yaitu mengenai pelayanamgyditerima oleh
masyarakat bawah cenderung dikesampingkan atau athom duakan
dibandingkan dari tingkat ekonomi atas, sehinggaaBi Kesehatan yang
merupakan salah satu bagian dari pada BirokrasieRetah yang perlu adanya
perbaikan segi pelayanan dan kinerjanya diantardajem mendokumentasikan
atau membuat suatu daftar secara rinci mengenalasegsuatu yang telah terjadi
di masa lalu mengenai program dan kinerja tentasghatan. Sehingga saat ini
dapat dijadikan prediksi dan analisa yang akamdelimasa yang akan datang
berdasar pada suatu hasil yang telah dievaluasi psba yang silam. Apalagi
ditengah kemajuan teknologi saat ini, akan sanganipantu para pegawai dan
pimpinan pada Dinas Kesehatan untuk mengetahuidtakuwlan kelemahan yang
terdapat didalam internal pemerintah, serta mehdeteerbagai peluang dan
ancaman yang berasal dari kondisi eksternal. Lghih lagi , dengan peralatan
yang semakin canggih dan berkualitas dapat memlgerigidentifikasian suatu

bidang kesehatan yang jelas dan akurat.
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Dilihat dari pelayanan yang dirasakan oleh masysdr#&labupaten Blitar
selama ini masih ada hal-hal yang kurang sesuajaekeinginan masyarakat.
Misalnya saja pada bulan April tahun 2010 yang tilkkoleh salah satu media
massa yaitu Koran Surya yang intinya belum adamgiakan apapun dari Dinas
Kesehatan setempat tentang penyakit kaki géjddriasis) yang menjangkiti
sebuah warga desa di salah satu kecamatan di Kabupbtar. Selain itu masih
banyak hal-hal yang perlu adanya perbaikan mengeayanan kesehatan secara
langsung kepada masyarakat luas. Bahkan jika peemberikan pelayanan
kesehatan secara cuma-cuma atau gratis segal& lpamgobatan dan perawatan
kepada masyarakat yang kurang mampu. Karena danghhat pertimbangan
bahwa masih lebih dari setengah sebagian masydral@tesia berada dibawah
garis kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertantuku mengangkat
masalahResponsivitas Pemerintah Daerah Dalam MeningkatkarKualitas
Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Blitar.(Studi Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Blitar)

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikaatas, maka perumusan
masalah yang dapat diambil dalam penelitian iniedda
1. Bagaimanakah responsivitas Pemerintah Daerah dakmmnmgkatkan kualitas
pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Pemerintah Datakam peningkatan

responsivitas pelayanan kesehatan di KabupatearBlit
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3. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghampatat Pemerintah

Daerah dalam peningkatan responsivitas pelayansehkéan di Kabupaten

Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan tulisan ini, maka paneini mempunyai

tujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Responsivitas Pemerintah Daerah dalam meningkatiayanan kesehatan di
Kabupaten Blitar

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam pkaiag responsivitas
pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar

3. Faktor pendukung dan penghambat Aparat Pemerintakrab dalam
palaksnaan peningkatan responsivitas pelayananhdse di Kabupaten
Blitar

D. Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperolelanfaat sebagai
berikut ;
1. Kontribusi akademis

a. Sebagai bahan kajian dan membangun pemikiran dpEmgembangan
lImu Administtrasi Publik khususnya dan ilmu peragetan umumnya;
b. Sebagai sebagai bahan referensi dan informasi geagliti selanjutnya

yang meneliti masalah serupa:
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c. Sebagai bekal wawasan dan pengetahuan penulis daéengembangkan

kemampuan berpikir dan belajar menganalisis perataaa yang ada.
2. Kontribusi pragmatis

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan, pertimbatagartkajian bagi
pihak rumah sakit dalam upaya peningkatan respibasiypelayanan
kesehatan:

b. Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mémaigermutu
pelayanan yang responsif dan berkualitas yang lbhik lagi di masa

mendatang.

E. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan merupakan uraian tentamdgtustr berfikir

terhadap penyajian penelitian serta untuk memberdg@mbaran dan kerangka

yang jelas mengenai pokok bahasan dalam setiapde&bm penelitian ini.

Sistematika pembahasan dalam tulisan ini adaladgseberikut :

BAB | - PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang péselit
perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribuselittan dan
sistematika pembahasan.

BAB Il : KAJIAN PUSTAKA
Bab ini menguraikan berbagai acuan teori yang lmnhgan
dengan permasalahan penelitian serta diambil darbdgai
sumber vyang digunakan sebagai landasan teori dalam

pembahasan.



BAB Il

BAB IV

BAB V

13

: METODE PENELITIAN

Bab ini memmberikan uraian tentang jenis penelitifokus
penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumberagdateknik

pengumpulan data, instrumen penelitian serta analia.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian di lapangdipaparkan
dalam penyajian data kemudian dianalisis dan dpné¢asikan

berdasarkan landasan teori yang sudah ada.

: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpula dari data yang telah d#sahlddan
diberikan saran terhadap kesimpulan tersebut sgairdppat
digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihakg yan

berkepentingan.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Paradigma Pelayanan Publik
Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi pulgang diterapkan

banyak negara. Pelayanan publik merupakan salahisatatau tujuan penting
dari administrasi publik yang meliputi penyelenggar pemberian jasa-jasa
publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan ketham publik) serta pemberian
pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminaldalam perjalanannya tentang
konsep pelayanan publik yang banyak berkembangnseiai setidaknya ada 3
perspektif administrasi publik yang bisa kita gusmaluntuk mengkaji pelayanan

publik (Kurniawan dan M. Najih, 2008:23). Ketigarggektif tersebut adalah :

1. Old Public Administration (OPA)

Fenomena praktik pelayanan publik dalam paradigbi@ Public
Administration menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai
penyelenggara pelayanan publik dengan publiknyatemata sebagai klien,
konstituen dan sebagai pelanggan yang harus digngglurniawan dan M.
Najih, 2008:23).

Pemerintah menganggap dirinya sebagai satu-satimsyigusi yang
mengetahui, memiliki sumber daya dan mempunyai kgmi@an memecahkan
masalah publik. Oleh karena itu, pemerintah yanlingdegitimate untuk

memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini jugangji dengan pendekatan

14
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birokratis yang mengandalkan hubungan hirarkidlasketaatan yang bersifat

top-down.

2. New Public Management (NPM)

Gelombang manajemen sektor publik dimulai dari deleade yang lalu
yang dikembangkan di negara-negara maju sepettiggjris, Australia dan
New Zealand melalui teori administrasi publik batau lebih dikenal dengan
New Public Managementang mendorong Negara menupuanagerialisme
(Clarke dan Newmans 1997 dikutip di Larbi 1999)adalKurniawan dan M.
Najih, 2008-24.

DalamNew Public Managemenpraktik pelayanan publik berdasarkan
perimbangan ekonomi yang rasional atau kepentipgagambil keputusan.
Kebutuhan dan kepentingan publik dirumuskan sebaagiegasi dari
kepentingan-kepentingan publik. Publik diposisiksgbagai pelanggan atau
customerssedangkan pemerintah berperan mengarahkan pasdr.k@tena
itu, untuk mencapai tujuan kebijakan perlu diciptaknekanisme dan struktur
sosial yang mendukung yakni melalui organisasiginaupun non profit.

Hood dalam Keban 2004:34 mengungkapkan bahwa adfajuh)
komponen doktrin dalaiNew Public Managemenyaitu ;

Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektoikpubl
Penggunaan indikator kinerja

Penekanan yang lebih besar dari pada kontrol output
Pergeseran perhatin ke unit-unit yang lebih kecil
Pergeseran kompetisi yang lebih tinggi

Penekanan pada sektor swasta pada praktik manajemen

Penekanan pada disiplin dan penghematan yang tefggi dalam
penggunaan sumber daya.

NookwNE
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3. New Public Service (NPS)

Di tahun 2003 atau kurang lebih sepuluh tahun keamuchuncul lagi
paradigma baru yaituThe New Public Service (NPS)leh J.V Denhardt dan
R.B. Denhardt dalam Pasolong (2007:41), keduanyayarankan untuk
meninggalkan prinsip administrasi klasik deginventing governmendan
beralih ke prinsigNew Public Service

Dalam perspektiNew Public Servigedasar-dasar teoritis yang ingin
digunakan berkaitan dengan teori-teori demokrasgde berbagai pendekatan
yang positivistik, interpretative dan juga kritisPelayanan publik
dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi éagakomodasi nilai-
nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didsiikan melalui proses
dialog publik yang rasional dengan pertimbangarntipplekonomi maupun
organisasional. Dengan demikian, peran pemerintalalah melayani
(serving, tidak lagisteeringataupunrowing dan posisi publik bukan lagi
sekedar klien, konstituen ataupun pelanggan, t&thji sebagai warga negara
(citizen).

Carlson dan Schwarz dalam Denhardt dan Denhard02(38)
menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kualitas yp@lan sektor publik
terutama untuk pemerintah daerah meliputi :

a. Conveniencemengukur sejauh mana pelayanan pemerintah mudah
diakses dan tersedia untuk warga Negara.

b. Security,mengukur sejauh mana layanan disediakan dengarbuam
masyarakat merasa aman dan percaya diri ketikagneagannya.

c. Reliability, menilai sejauh mana pelayanan pemerintah mergadia
dengan benar dan tepat waktu.
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d. Personal Attentionmengukur sejauh mana karyawan memberikan
informasi kepada masyarakat dan bekerja untuk metmbaemenunhi
kebutuhan masyarakat.

e. Problem-Solving Approach,tindakan sejauh mana karyawan
memberikan informasi kepada masyarakat dan belsaaa untuk
membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

f. Fairness, mengukur sejauh mana masyarakat percaya bahwa
pelayanan pemerintah disediakan dengan cara yangnéak semua.

g. Fiscal Responsibilitymengukur sejauh mana masyarakat percaya
bahwa kepada pemerintah daerah yang menyediakayapeih dengan
menggunakan keuangannya secara bertanggung jawab.

h. Citizen Influencemengukur sejauh mana masyarakat merasa bahwa
mereka dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yargka terima
dari pemerintah.

Dari ketiga perspektif administrasi publik sebagana telah dipaparka
diatas, dapat terlihat dengan jelas perbedaan adeanketiga perspektif

tersebut. Hal ini dapat dibuat perbandingannyagssteerikut :

Tabel 1

Perbandingan Perspektif : OPA, NPM, dan NPS

Old Public New Public New Public
Administration Management Service

Teori pokok dan| Teori politik, sosial | Teori ekonomi, | Teori demokrasi,
dasar dan opini politik berdasarkan ilmuy pendekatan ilmu,
epistemologis | ditambah dengan ilmusosial positivis | termasuk positif,

sosial interpretative dan
kritis
Berlaku Persamaan Teknis dan Strategis atau
rasionalitas dan | rasionalitas, “manusia ekonomi rasionalitas
model yang administrasi” rasionalitas, formal, beberapa
terkait perilaku “manusia tes rasionalitas
manusia ekonomi”, atau | (politik, ekonomi,

pengambil dan organisasi)
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keputusan

Konsep

kepentingan

Kepentingan publik

adalah sesuatu yang

Kepentingan

publik mewakili

Kepentingan

publik adalah

publik didefinisikan secara | agregasi dari hasil dari dialog
politis dan yang kepentingan tertang berbagai
tercantum dalam individu nilai
aturan
Kepada siapa | Klient (clientg dan Pelanggan Warga Negara
birokrasi harus | pemilih (Customey (citizentg
bertanggung
jawab
Peran Penyelenggara Mengarahkan Melayani
pemerintah (merancang dan (bertindak (menegosiasikan
mengimplementasikankatalis untuk dan
kebijakan yang melepaskan mengelaborasikar
berfokus pada tujuan| pengaruh pasar)| berbagai
politiknya) kepentingan
warga negara dan
kelompok
komunitas)
Mekanisme Penyelenggaraan Menciptakan Membangun

untuk mencapai

tujuan kebijakan

program melaui
badan-badan
pemerintah yang ada

mekanisme dan
dorongan
struktur
mencapai tujuan
kebijakan
melalui agen-
agen swasta dar
LSM

koalisi lembaga
publik, LSM, dan
swasta untuk
memenuhi
kepentingan

masyarakat

Akuntabilitas

Menurut hirarki

Kehendak pasa

Al

Malspek:
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administrative

yang merupakanakuntabel pada

hasil keinginan
pelanggan

(customer}k

hukum, nilai
komunitas, norma|
politik, standar
profesional,
kepentingan

warga negara

Kebijaksanaan

administrasi

Kebijaksanaan
terbatas dimana hany
pejabat administrasi

yang diperbolehkan

Ruang gerak
ayang luas untuk
memenuhi
tujuan

kewirausahaan

Kebijaksanaan
dibutuhkan tetapi
terbatas dan

bertanggungjawal

Asumsi struktur

organisasi

Organisasi birokrasi
ditandai oleh otoritas
top-downdalam
badan-badan

perwakilan atau

Desentralisasi
organisasi publik
dengan kendali
utama tetap
berada di dalam

Struktur
kolaborasi dengar
kepemimpinan
bersama baik

internal maupun

peraturan badan eksternal
perwakilan
Asumsi motivasi| Gaji dan kepentingan, Semangat Layanan
dasar dari perlindungan wirausaha, masyarakat,
pegawai negeri | pelayanan publik keinginan keinginan untuk

dan

administrator

ideologis untuk
mengurangi
kapasitas

pemerintah

memberikan
kontribusi kepada
masyarakat

Sumber : Denhardt dan Denhardt 2002 : 28
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B. Pelayanan Publik
1. Pengertian Pelayanan

Sifat yang menonjol dari administrasi adalah batgielayanan yang
bertujuan membantu pekerjaan organisasi secaraluk@san. Menurut
Sianipar (1985:5) pelayanan diartikan sebagai camayani, membantu
menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan,tietn seseorang, atau
sekelompok orang, artinya yang dilayani adalahviddi, pribadi-pribadi dan
organisasi. Menurut Miftah Thoha (1983:44) bahwéalsssatu sifat yang
sangat menonjol dari administrasi adalah bercoraddaypnan dan
penyelenggaraan, yang membantu terlaksananya pakepgkerjaan pokok
dari usaha kerja sama sekelompok orang untuk mansagptu tujuan tertentu
yang diinginkan.

Salah satu fungsi-fungsi dari birokrasi pemerintahadalah
memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dengan damildelayanan dapat
di definisikan sebuah kegiatan yang dilakukukarukinhemenui keinginan
dan kebutuhan fihak lain. Dalam ensiklopedi adntiag (1997) dijelaskan
bahwa: ” pelayanan merupakan suatu kegiatan yarngkuetian oleh
perorangan untuk mengamalkan atau mengabdikan SBmentara Moenir
(2000) mendefinisikan pelayanan “ sebagai suatusg®opemenuhan
kebutuhan melalui aktifitas orang lain ” lebih lanjdikatakan pelayanan
umum adalah “ kegiatan yang dilakukan oleh sesgoagau kelompok orang
dengan landasan faktor material, melalui sistensgator, dan metode tertentu

dalam rangka usaha memenui kepentingan orangdaumsdengan haknya”.



21

Zulian Zanit (2005) mengemukakkan beberapa karakteryang dapat
menjelaskan tentang jasa pelayanan, karakteressielbut diantaranya:

1. tidak dapat dirab@ntangibility)

2. tidak dapat disimpaifinability to inventary)

3. produksi dan konsumsi secara bersama

4. memasukinya lebih mudah

5. sangat dipengarui oleh faktor dari luar.

Kata pelayanan dalam Bahasa Inggris sama artinpgatheservice
oleh Hard dan Stapleton (1995:6)rvicediartikan sebagai pekerjaan yang
dilakukan untuk orang lain, oleh seseorang atawarosgsi dimana tidak
terlibat pengalihan barang-barang. Pelayanan adsietu kegiatan atau
urutan kegiatan yang terjadi dalam interkasi langsantara seseorang dengan
orang lain atau mesin secara fisik, dan menyedi&kpoasan pelanggan.

Pengertian pelayanan menurut Purwodarminto (200zd#&lah segala
apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan menuroekiyat (1980:16)
menyatakan pelayanan sebagai suatu kegiatan ataitagk yang sifatnya
berwujud yang dilakukan untuk melayani konsumengdanmemberikan
barang atau jasa disertai atau tanpa disertai pinan kepemilikan suatu
benda atau jasa tertentu.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan gqueday sebagai
usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkaryamladalah membantu
menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorKeg. MenPan

No0.81/93 menyatakan bahwa pelayanan umum adalalalaseigentuk
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pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusadtiaeBUMN/BUMD,
dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dam pé&raturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberigayanan, ada hal-hal
yang harus diperhatikan agar pelayanan yang ddémergesuai dengan apa
yang diinginkan oleh pelanggan sebagaimana yanggkapkan oleh Siagian
(1992:133), yang menyatakan bahwa untuk para pegiadam bersikap dan
berperilaku hendaknya berpedoman pada :

a. Dasar hukum jelas

b. Hak dan kewajiban warga negara yang dilayani dakgat secara

terbuka

c. Interaksi berlangsung secara rasionblektif.

Kegiatan pelayanan umum diarahkan pada terseleaggmpelayanan
untuk memenui kepentingan umum, kepentingan peaegan melalui cara-
cara yang tepat dan memuaskan fihak yang dilagapiaya pelayanan umum
berhasil baik unsur pelaku sangat menentukan. @elagat berbentuk badan
atau organisasi yang bertanggung jawab atas tegggeanya pelayanan dan
manusia sebagai pegawai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan meupaka kegtatan atau
aktifitas yang masih berada dalam suatu pekerjaag perbebtuk mulai dari
perencanaan, program sampai dengafion bisa berupa jasa, tenaga dan
pikiran yang wajib diberikan kepada masyarakat.a§abnana yang telah ada
dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan balnug rhenyesuaikan

dan mensinergikan antara kebutuhan secara ceplangean jangka waktu
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yang lama sehingga tepat sasaran serta sesuai nderggaituhan dan

permasalahan yang ada.

2. Pengertian Pelayanan Publik

Birokrasi atau institusi pemerintah merupakan petagublic dimana
orientasinya bukan pada keuntungan melainkan pagaadsan pelanggan
dalam hal ini adalah rakyat. Pelayanan memilikigggtian yaiut suatu cara
melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, menykétesakeperluan,
kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Di déanus Besar Bahasa
Indonesia (1996:793) pengertian publik adalah orbagyak atau umum.
Sedangkan dalam Ensiklopedi Administrasi (Liang,Gi682:268) publik
adalah sejumlah orang (yang tidak mesti dalam datmpat) yang
dipersatukan oleh faktor kepentingan yang samag ylaerbeda dengan
kelompok lain.

Menurut Joko Widodo dalam bukunya Keban (2001:268hyatakan
bahwa pelayanan publik merupakan pemberian laykeparluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organigasesuai dengan
aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkalayBnan umum menurut
Boediono (2004:61) terkait dengan tugas aparatorep@ah, baik pemerintah
tingkat pusat maupun daerah. Pelayanan pypliklic servicesjmenurut Kep
Men Pan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman tdmu
Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah segalat&egpelayanan yang

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan pulbiagse upaya pemenuhan
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kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana@mtkat peraturan

perundang-undangan.

Sementara itu Thoha (1991:42) memberikan pelayaoatik adalah
“sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atalompok orang atau
instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kKeaman kepada
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertent/gstra (1982:296)
mengungkapkan, pelayanan yang memuasakan adalah osgayani yang
dilakukan oleh segenap aparatur organisasi kepawhas orang, kelompok
atau masyarakat yang dirasakan memberikan memheklkpuasan bagi
pihak yang dilayani tersebut. Kepuasan ini dinidari segi baiknya,
efisiensinya yakni suatu usaha pelayanan yangakiamspaling cepat, singkat,
ringan, mudah, dan murah. Hal serupa juga diungkapkula oleh
Kumorotomo (1994:133) bahwa pelayanan yang mudah daurah
merupakan hal yang esensialnya bagi golongan mahekg bawah, karena
dilihat dari segi ekonomi mereka tidak mungkin megpatkan pelayanan
kesejahteraan sosial yang mahal.

Pelayanan sebagai suatu hal yang tidak terpisati@anadministrasi
dan manajemen, memiliki sejumlah karakteristik. akaeristik pelayanan
seperti diungkapkan oleh Bowen dan Schineider dakauhar (1994:3)
adalah :

a. Tidak seperti produk material, pelayanan bersifaangible. Sebagai
konsekuensinya maka pelayanan tidak dapat gampafigsdmpelnya
atau diukur dengan standar baku tertentu;

b. Produksi dan konsumsi pelayanan relatif tak tehiaa oleh waktu, atau

jika dipisahkan oleh jaraknya tidak terlalu lamalgyanan dikonsumsikan
seperti ia diproduksi karena sifatnya yang demikian maka sulit
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dilakukan pembuangan produk yang jelek dalam prgsesluksi dan
konsumsi;

c. Penghasil pelayanan merupakan bagian dari produlsendiri, karena
antara penerima dan penghasil pelayanan terjabaorgan personal;

d. Tidak seperti barang-barang manufaktur, yang ekssgtya tak
tergantung pada konsumen, produk pelayanan sangemeriukan
konsumen.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpultldnwa pelayanan
publik merupakan suatu bentuk usaha pelayanan gdakgukan baik oleh
individu ataupun organisasi sesuai dengan kealdem kemampuan yang
dimiliki dalam rangka memberikan bantuan kemudalvank dapat mencapai

tujuan dari publik atau pelanggan.

3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik
Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik menuruansi (1999) yang
dikutip oleh Suryono (Jurnal administrasi NegafQR254) adalah :
a. Prinsip Aksesibilitas
Setiap pelayanan yang diberikan harus dapat dengatah dijangkau
oleh para pengguna pelayanan baik dari segi wdkna maupun tempat.
b. Prinsip Kontinuitas
Setiap jenis pelayanan yang diberikan harus se¢eara menerus tersedia
bagi masyarakat yang membutuhkan dengan kepastan kdjelasan
ketentuan yang berlaku bagi proses pelayanan terseb
c. Prinsip Teknikalitas
Setiap jenis pelayanan, proses pelayanannya haargyani oleh aparat

yang benar-benar memahami secara teknis pelayarsabut berdasarkan
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kejelasan, kesepakatan dan kemantapan sistem,dprodan instrument
pelayanan.

d. Prinsip Profitabilitas
Proses pelayanan pada akhirnya harus dapat dikksarsecara efektif
dan efisien serta memberikan keuntungan ekonomg pamerintah
maupun bagi masyarakat luas.

e. Prinsip Akuntabilitas
Proses, produk dan mutu pelayanan yang telah H#werharus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karenatgganerintah pada

hakikatnya mempunyai tugas memberikan pelayanag yabaik-baiknya.

Dalam Kep Menpan No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoirata
Laksana Pelayanan Umum ada 8 prinsip pelayanan yyaitu :
a. Kesederhanaan
Prosedur dan tata cara pelayanan perlu ditetapiamlithksanakan secara
mudah, lancar, tepat, dan tidak berbelit-belit, atuddipahami dan
dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan
b. Kejelasan dan Kepastian
Prosedur dan tata laksana pelayanan, persyaratayapan baik teknis
maupun administratif, unit kerja dan bertanggungjaw dalam
memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif ygglan dan tata cara
pembayaran dan jangka waktu penyelesaian palayanan.

c. Keamanan
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Proses dan produksi hasil pelayanan yang dapat erdmab keamanan,

kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

. Keterbukaan

Prosedur dan tata cara pelayanan, persyaratanapalaybaik teknis
maupun administratif, unit kerja, bertanggungjaveitam memberikan
pelayanan, rincian biaya atau tarif dan hal-hal i@ng berkaitan dengan
proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbakar mudah

diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik dinmatsa tidak.

. Efisiensi

Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-aab berkaitan

langsung dengan maksud dan tujuan pelayanan yaagakan, mencegah
adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyadatam hal

proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapagasebersyaratan
dari satuan kerja/mutasi pemerintah lain yang terka

Ekonomis

Pengenaan biaya pelayananumum harus ditetapkaraseegr dengan
memperhatikan nilai barang dan jasa pelayanan udamtidak menuntut
biaya yang tinggi di luar kewajaran, kondisi damlaenpuan masyarakat
untuk membayar secara umum serta sesuai dengantuaeteperaturan
perundang-undangan yang berlaku.

. Keadilan yang merata

Cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus dkasahseluas

mungkin dengan distribusi yang merata dan dipeKakisecara adil.
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h. Ketepatan waktu
Pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan &afam waktu yang

telah ditentukan.

Sedangkan di dalam KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/732@dtang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik mkagaada 10
prinsip pelayanan publik, yang meliputi :

a. Kesederhanaan
Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mtuddipahami, dan
mudah dilaksanakan;
b. Kejelasan
a) Persyaratan teknis dan administratif pelayananilgubl
b) Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggwadjadalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhanjlerésengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik;
¢) Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pearaay
c. Kepastian Waktu
Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikamdalrun waktu yang
telah ditentukan;
d. Akurasi
Produk pelayanan publik diterima dengan benar g sah;
e. Keamanan
Proses dan produk pelayanan publik memberikanaiasan dan kepastian

hukum;
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Tanggungjawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejghag ditunjuk
bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan pédapelesaian
keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanarkpubli

. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, perdat@ndan pendukung
lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarananoltek

telekomunikasi dan informatika (telematika);

. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang nagmatldah
dijangkau oleh masyarakat, dan cepat memanfaatkaknologi
telekomunikasi dan informatika;

Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, soparsdatun, ramah, serta
memberikan pelayanan dengan ikhlas;

Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, didediauang tunggu yang
nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah daratsebrta dilengkapi
dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti pddiiet, tempat ibadah

dan lain-lain.
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C. Pelayanan Responsi{Service Responsiveness)

Responsivitas atau daya tanggap adalah kemampugmmisasi untuk
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusumrifas kebutuhan, dan
mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayaRasponsivitas
mengukur daya tanggap organisasi terhadap harkemginan dan aspirasi, serta
tuntutan warga pengguna layanan. Blanchard dalanpriy@mo (Jurnal
Administrasi Negara, 2001:20) mengemukakan bahwasporssivitas
(responsivene$satau daya tanggap adalah istilah yang populamdikan dalam
lingkup organisasi bisnis, dan dapat diartikan gabkemauan untuk membantu
pelanggan dalam memberikan jasa pelayanan dengpat. cBahkan dapat
diidentifikasikan adanya kriteria responsif bagatsuorganisasi perusahaan yang
meliputi :

1) Mengenali harapan pelanggan dan memenuhi janjiatetepat waktu

2) Menunjukkan rasa hormat kepada semua karyawan agasgn-gagasan
yang dimiliki

3) Memiliki komitmen terhadap pemegang sah@take holders)

4) Mendorong partisipasi karyawan dalam memberikaraygelan kepada

masyarakat.

Dengan demikian responsivitas mengandung penged&a tanggap
organisasi terhadap karyawan termasuk gagasanayages maupun daya
tanggap karyawan dalam memberikan pelayanan kepadsgarakat/pelanggan.
Meskipun pengertian tersebut adalah daya tanggégmdangkup organisasi

bisnis, akan tetapi dapat saja diadopsi untuk nteskan responsivitas yang
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seharusnya dilakukan oleh organisasi publik. Hakamgat beralasan mengingat
berbagai fenomena pelayanan publik yang diberikan sektor privat cenderung
lebih berkualitas dibanding pelayanan yang diberikéeh sektor publik yang
terkesarbloated, waste-full, underperformindgan over bureaucraticKarena itu
diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publikgyenengacu pada nilai-nilai
3E’s (effectiveness, efficienayan economyjan nilai-nilai 3R’gresponsiveness,
responsibility danrepresentatives).

Hal ini juga dikemukakan Dwiyanto dalam Supriyonaurfal
Administrasi Negara, 2001:20) dalam manajemen pelay publik responsivitas
(responsivenesspdalah kemampuan organisasi untuk mengenali kie@otu
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayatsn mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan tkbbo dan aspirasi
masyarakat. Dengan demikian responsivitas adalahyangkut kemampuan
organisasi/aparat pelayanan untuk menyesuaikan ademgntutan perubahan
kebutuhan masyarakat, bahkan diperlukan adany&agengenyadaran hak-hak
pengguna jasa pelayanan melalui partisipasinyardpambuatan keputusan yang

menyangkut konteks dan konten pelayanan itu sendiri

1. Prinsip-Prinsip Responsivitas
Agar organisasi publik memiliki responsivitas dalammberikan
pelayanan perlu menempatkan masyarakat seloagtomerdalam posisi
yang seimbang dengan pemerintah sebagmovider Menurut Jenny
Potter seperti yang dikutip oleh Supriyono (JurAdministrasi Negara,

2001:9) dalam teori konsumerismenya mengemukakaainwd posisi
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seimbang antargrovider dan customer hanya dapat dicapai apabila
menerapkan prinsip-prinsip akses, pilihan, infoimgserbaikan dan
keterwakilan.

a. Akses(Access)

Semua lapisan masyarakat harus memiliki akses ysamga
terhadap produk layanan barang dan jasa yang kimeoleh organisasi
publik. Pemahaman ini didasarkan kenyataan bahwakaedalah yang
membayar pelayanan publik melalui pajak atau pugldin, sementara
keuntungan dari pelayanan yang dimiliki setiap r@artidaklah sama.
Sehingga akses tidak dapat dianggap secara otorsabiagai hak
masyarakat, meainkan pemerintah wajib memberikdayaean yang
dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Dalam hal ini pihak pemerintah perlu mendefinisilsatara jelas
mengenai kriteria mendasar mengenai suatu kepuhstana akses dapat
dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, termasuksgs distribusi
pelayanan sehingga masyarakat dapat memahami atanlak keputusan
tersebut. Di samping itu perlu adanya aksesibilitainya instansi
pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan peruaiptgkan hubungan
keorganisasian yang memungkinkan sumber daya landkpat
terdistribusikan kepada masyarakat secara merata.

b. Pilihan(Choice)
Dalam kerangka pelayanan publik, pilihan bukanlalk h

masyarakat sebagai konsumen/pelanggan secarataPssherintah setiap
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saat perlu memperbanyak pilihan dalam pelayanabedbagai bagian
sektor publik. Semakin banyak pilihan yang dibeanik&pada masyarakat
untuk suatu jasa pelayanan maka pelayanan itu staakin berkualitas.
Dengan demikian pilihan konsumen sebagai individkap merupakan
satu-satunya kendali dalam proses pelayanan, rkatainharus

mengakomodasikan kepentingan berbagai lapisan.

Apabila masyarakat tidak dapat menyampaikan pne$ergecara
langsung mengenai pilihan mereka, maka pemerin@iashmembuat
mekanisme lain agar masyarakat yakin bahwa kemantimereka telah
diakomodasikan oleh pemerintah. Untuk itu pemehintgperlu
mengidentifikasi preferensi masyarakat, adanyashatailihan yang jelas,
tujuan politis yang dapat diukur, mengembangkanteka untuk
mengevaluasi aspek-aspek kualitas pelayanan bagyarakat, dan
menginformasikan kepada masyarakat mengenai kindijasektor
pelayanan.

c. Informasi(Information)

Informasi adalah berkaitan dengan tujuan dan sagagkayanan,
standar pelayanan yang disediakan, standar pemacapdiak dan
tanggungjawabnya sehubungan dengan jasa layananggy®an
kewenangan dalam proses pengambilan keputusan, apgenguatu
keputusan diambil dan apakah keputusan tersebuahsb@nar. Jasa
pelayanan di sektor publik sangat terkait dengaejkbteraan masyarakat

sementara banyak terjadi ketidakseimbangan sejurnmfnimasi yang
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dimiliki pemerintah sebagai produsen dengan infeimaang dimiliki
masyarakat sebagai konsumen. Sehingga perlu digableain informasi
tidak hanya kepada pengguna jasa pelayanan tetaga jharus
disebarluaskan kepada aparat pelayanan tingkatpalimg bawah.

d. Perbaikan(Redress)

Perbaikan sangat diperlukan bagi kenerja organsdsik maupun
aparatnya dalam memberikan pelayanan kepada mkayasgbagai
konsumen selalu memerlukan mekanisme pelayanan ggeg, ringkas,
dan jujur. Perbaikan pelayanan ini akan membernkewgan yang lebih
luas bagi konsumen dan juga eksistensi lembagayaeda. Perbaikan
dilakukan melalui kontrol kualitas terhadap pengegielayanan oleh
berbagai lapisan masyarakat dan harus memperhatiksnkan berbagai
pihak secara proporsional dan seimbang.

e. Keterwakilan(Representation)

Konsumen seharusnya cukup terwakili dalam sistenggmbilan
keputusan yang dibuat oleh pemerintah mengenaiu sjgata layanan
artinya suatu keputusan dibuat dengan mempertinkaangeterwakilan
semua lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan kadtensumen di sektor
publik umumnya tidak mengorganisir dan mereka bukaerupakan
sumber daya yang bersifat homogen oleh sebab ijabgte publik
seharusnya menghargai kebutuhan mereka dengan rjeéambagakan

kepentingan konsumen dalam bentuk keterwakilan.
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2. Komponen Responsivitas
Menurut Zauhar (1994:7) ada empat kompomegponsiveness
yang secara keseluruhan merupakan representaau Katiap komponen
bisa diperlakukan sebagai target independesponsivenesskeempat
komponen harus dipertimbangkan bersama-sama da@rkanfigurasi
analisis, yaitu :

1. Policy Responsivenesiimana tagetnya adalah isu-isu publik yang
besar yang menggangagltate proses politik;

2. Service Responsivenegang meliputi usaha representative untuk
menjamin keuntungan yang diistimewakan bagi keldmman
individu dalam konstituennya;

3. Allocation Responsivenes@ng mengacu pada usaha representatif
untuk memperoleh keuntungan bagi konstituennya Imalgork-
barrel exchanges(janji pemerintah untuk memenangkan pemilu)
dalam proses yang sesuai atau melalui intervemsirastrasi;

4. Symbolic Responsiveneyang meliputi isyarat-isyarat publibyblic
gestur¢ yang menyebabkan rasa percaya dan dukungan dalam

hubungan antara wakil dan yang diwakli.

3. Strategi Dalam Responsivitas
Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatlepansivitas
pelayanan public adalah melalui pelembagatiren charteratau kontrak

pelayanan. Citizen charter adalah suatu pendekatan dalam
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penyelenggaraan pelayanan publik dengan menempagargguna
layanan sebagai pusat perhatian. Dalam hal ini,utkélan dan
kepentingan pengguna layanan harus menjadi pemigamautama dalam
keseluruhan proses penyelenggaraan layanan.

Citizen chartermendorong penyedia dan pengguna layanan serta
stakeholders lainnya secara bersama-sama menyepakati jeniseguo
waktu, serta biaya pelayanan. Kesepakatan ini haerspertimbangksn
keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedipel@yguna layanan.
Karena perumusan kesepakatan dilakukan dengan atkaib warga
pengguna, makaitizen charterini dapat memudahkan penyedia layanan
untuk memahami kebutuhan dan aspirasi warga mengena
penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, dalaitizen charter juga
mengatur mekanisme pengaduan keluhan dari penggetangga
memberikan peluang kepada penyedia layanan untysatdaelalu

mengetahui keluhan ataupun kebutuhan warga pengguna

D. Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu kanbimtara seni dan

ilmu. Untuk menciptakan pelayanan yang berkualitsi bermutu tidak cukup

teori, melainkan juga dengan mempraktikkan pengetahdengan perilaku

pelayanankepada pelanggan.kualitas atau mutu memsatu kondisi dinamis

yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, sprdse lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan pihak yang mendiagimya. Menurut
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Parasuraman (2002:22) kualitas pelayanan diartikahagai seberapa jauh

perbedaan antara kenyataan dan harapan para pmtaraggs layanan yang

mereka terima. Sedangkan menurut pendapat Din B2 §ang dikutip oleh

Azwar (1996:20) mutu/kualitas adalah totalitas damjud serta ciri dari suatu

barang atau jasa yang di dalamnya terkandung gekapengertian rasa aman

atau pemenuhan kebutuhan.

Menurut Kotler sebagaimana dikutip Noor (2001:44)dapat 5 faktor

determinan yang menentukan kualitas layanan yareyidan :

a.

b.

Dalam teoriService Quality (ServQuayang dikemukakan oleh Zeithaml,

Kehandalan, kemampuan untuk memberikan jassa ygaggkau
tepat pada waktunya.

Responsif, kemampuan untuk membantu pelanggan asnberikan
jasa yang cepat.

Keyakinan, kemampuuan untuk menimbulkan kepercayaaia diri
pelanggan melalui perlakuan ramah dan sopan.

. Empati, kepedulian atau kemampuan untuk memberik@ratian

pribadi pada pelanggan.

Berwujud, mengacu pada fasilitas fisik yaitu kemamp dlam
menyediakan peralatan, personil, dan media komsanikgang
dibutuhkan pelanggan.

Parasuraman dan Berry (1990:26) yang mengatakamabatalam kualitas

pelayanan menggunakan 5 ukuran atau dimensi yaigibles, reliability,

responsiveness, assurance, dan empathy.

a.

b.

C.

d.

Tangiblesyaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai, darnlitas-fasilitas
komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan;

Reliability  atau reliabilitas  adalah kemampuan untuk

menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan se&arat

Responsivenesatau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong

pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayaranma sidalas;
Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan,
kemampuan para petugas penyedia layanan dalam mikamrbe
kepercayaan kepada pengguna layanan;

dan
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Empathyadalah kemampuan memberikan perhatian kepada peagg
layanan secara individual.

Pelayanan publik merupakan sesuatu yang abstraktidek dapat dilihat

wujudnya secara nyata. Dan menurut Maxwell yangtdkSupriyono (2001:22)

untuk mengukur sejauh mana kualitas pelayanan difigedt dari :

1.

Tepat dan relevan artinya harus memenuhi prefereasapan dan

kebutuhan individu/masyarakat

. Tersedia dan terjangkau, harus dapat dijangkau s#gap orang atau

kelompok yang mendapat prioritas

Menjamin keadilan, terbuka dan memberikan perlakteradap
individu atau sekelompok orang dalam keadaaan gan@

Dapat diterima, pelayanan memiliki kualitas apadilénat dari teknis
atau cara kualitas, kemudahan, kenyamanan, menyleaandapat
diandalakan, tepat waktu, cepat, responsif, mamusia

Ekonomis dan efisien, dapat dijangkau melalui tdah pajak oleh
semua lapisan masyarakat

Efektif, menguntungkan pada pengguna dan semuasalapi

masyarakat.

Pengukuran kualitas pelayanan layak untuk dilakwd@ar dapat diketahui

kekurangan apa saja yang harus diperbaharui daimgkditkan. Dalam

mengadakan perbaikan hendaknya dilakukan secakel@ejutan dari waktu ke

waktu. Menurut Vincent Easperz yang dikutip Siani{z900:23) ada 10 dimensi
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karakteristik/atribut yang perlu diperhatikan dalaperbaikan kualitas jasa

pelayanan diantaranya adalah :

a.

Kepastian Waktu Pelayanan

Ketepatan waktu yang diharapkan berkaitan denganktuwa
proses/penyelesaian, pengiriman, penyerahan, p@&npgaminan atau
garansi dan menanggapi keluhan-keluhan

Akurasi Pelayanan

Akurasi berkaitan dengan realibilitas pelayanaids dari kesalahan
Kesopanan dan Keramahan dalam memberikan pelayanan

Personil yang berada di garis depan yang berirgedlakgsung dengan
pelanggan eksternal harus dapat memberikan sentphladi yang
menyenangkan, penampilan bahasa tubuh dan bahagasgpan, ramah,

ceria, lincah, gesit

. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab pada penerimaan pesan atau paamindan
penanganan keluahan pelanggan eksternal

Kelengkapan

Kelengkapan pelayanan menyangkut lingkup pelayarkatersediaan
sarana pendukung dan pelayanan komplementer

Kemudahan Mendapatkan Pelayanan

Kemudahan mendapatkan pelayanan berkaitan denggaKkrgaoutlet,
petugas yang melayani dan fasilitas pendukung

Variasi Model Pelayanan
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Berkaitan dengan banyaknyautlet petugas yang melayani, fasilitas
pendukung

h. Pelayanan Pribadi
Berkaitan dengan kemampuan dalam memberikan dananggapi
kebutuhan khas

i. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
Kenyamanan pelayanan, berkaitan dengan ruang tumggu tempat
pelayanan, kemudahan, ketersediaan data/inforrmagpetunjuk

. Atribut Pendukung Pelayanan
Berkaitan dengan ruang tunggu yang cukup, AC, lmgctaevisi dan
kebersihan lingkungan
Menurut Boediono (2004:116) langkah-langkah yaisg kitempuh untuk

menciptakan kepuasan pelanggan adalah :

f. Terima dan sambutlah pelangggneet customers)

g. Hargailah dan hormatilah pelanggamalue customers)

h. Tanyakan apa yang dapat kita lakukan untuk memb@eltunggarfask how to
help customers)

i. Dengarkan dan perhatikan pelangg@astien to customers)

j. Bantulah dan layani pelanggérelp customers)

k. Undang agar pelanggan bersedia untuk mempergurjakankita pada lain
kesempatafinvite customers back)

Sofian Effendi (1995:76) menyebutkan beberapa ofaktyang

menyebebkan rendahnya kualitas pelayanan publitddnesia antara lain :

1. Konteksmonopolistik dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari
penyelenggara pelayanan publik non pemerintahk tdia dorongan yang
kuat untuk meningkatkan jumlah pemerataan pelayaeasebut oleh
pemerintah.

2. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungamatmempengaruhi

Kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi daeraksinya antara
lingkungan dengan organisasi publik.



3.

41

Budayapatrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan
publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tsathadisi politik dan
budaya masyarakat setempat yang seringkali tidakusif dan melanggar
peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu menurut Lovelock (1992) sebagainyamg dikutip oleh

Keban (2001;272), mengemukakan lima prinsip yangushaliperhatikan bagi

pelayanan publik, agar kualitas layanan dapat dicaptara lain meliputi :

1.

2.

Tangible (terjamah), seperti kemampuan fisik, peralatansqral dan
komunikasi materal;

Reliable (handal), kemampuan membentuk pelayanan yang jikgan
dengan tepat dan memiliki keajegan;
Responsiblgpertanggungjawaban), yakni rasa tanggung jawdiadep
mutu pelayanan;

Assurancdjaminan), pengetahuan, perilaku dan kemampuanysgga
Empathy(empati), perhatian perorangan pada pelanggan.

Untuk menilai kualitas pelayanan publik itu sendierdapat sejumlah

indikator yang dapat digunakan. Apabila meminjamdagat Lenvine (1990:88),

maka produk pelayanan publik di dalam negara deasoksetidaknya harus

memenuhi tiga indikator yaitu :

1.

2.

Responsivenesstau responsivitas adalah daya tanggap penyeciaday
terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun ampéngguna layanan.
Responsibilityatau responsibilitas adalah suatu ukuran yang njekkan
seberapa jauh proses pemberian pelayanan publikilakukan sesuai
dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan iradtrasi dan
organisasi yang benar dan telah ditetapkan.

Accountabilityatau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang makka
seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanami s#sngan
kepentinganstakeholdersdan norma-norma yang berkembang dalam
masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwe umengukur kualitas

pelayanan publik tidak cukup hanya menggunakarkatdi tunggal, tetapi harus

menggunakammulty-indicator atau indikator ganda. Kualitas pelayanan publik
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dapat dilihat dari aspek proses pelayanan maupun algput atau hasil

pelayanan.

E. Pelayanan Kesehatan
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan suatu bentuk upas@haktan
sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 1892l d yaitu setiap
kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatag dilakukan oleh
pemerintah dan atau masyarakat. Upaya kesehatan diamksud adalah
yang merata dan terjangkau oleh masyarakat digeluiayah sampai daerah
terpencil yang mudah dijangkau oleh seluruh maggéraermasuk fakir
miskin, orang terlantar dan orang kurang mampu.

Pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnya utaemakan
pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Peyanomotif adalah upaya
meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yarty bbeltk lagi. Sedangkan
pelayanan kesehatan preventif yaitu mencegah agayarakat tidak jatuh
sakit serta terhindar dari penyakit. Oleh sebab palayanan kesehatan
masyarakat tersebut tidak hanya tertuju pada pextgobndividu yang sedang
sakit saja, tetapi yang lebih penting adalah upmara pencegahan
(preventif) dan peningkatan kesehatan (promotdhifgga, bentuk pelayanan
kesehatan bukan hanya puskesmas atau balkesmaeta, juga bentuk-
bentuk kegiatan lain, baik yang langsung kepadangkatan kesehatan dan
pencegahan penyakit, maupun yang secara tidakuagdserpengaruh kepada

peningkatan kesehatan masyarakat.
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2. Standar Pelayanan

Menurut pendapat Rowland yang dikutip Azwar (199%:3tandar

pelayanan adalah spesifikasi dari fungsi atau tupsng harus dipenuhi oleh

suatu sarana pelayanan agar pemakai jasa pelayda@at memperoleh

keuntungan yang maksimal dari pelayanan yang diggbrakan. Adapun

standar pelayanan yang diberlakukan adalah sebaghut :

1. Standar Persyaratan Minimal

Adalah keadaan minimal yang harus dipenuhi untulpatia

menjamin terselenggaranya pelayanan medis yanguberierdiri dari :

1)

2)

3)

Standar Masukan

a) Tenaga pelaksana baik kualitas maupun kuantitas

b) Sarana, jenis, jumlah, spesifikasi sarana yangede@sbaik
medis dan non medis

c) Dana, jumlah dan alokasi penggunaan

Standar Lingkungan

a) Garis besar kebijakan yang dipakai sebagai pedoatein
sarana pelayanan dalam menyelenggarakan kegiatannya

b) Struktur dan pola organisasi yang diterapkan olaharea
pelayanan

c) Sistem manajemen yang dianut oleh sarana pelayanan

Standar Proses (Standar Tindakan)

a) Tindakan medis(medical prosedure)lyang diselenggarakan

oleh sarana pelayanan
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b) Tindakan non medis
2. Standar Penampilan Minimal
Adalah menunjuk pada penampilan pelayanan medig yaamsih
dapat diterima. Standar ini menunjuk pada unsuudah (standar of
output)atau standar penampilan. Terdiri dari :
1) Penampilan aspek medis yaitu yang menyangkut keapuassien
terhadap pelayanan medis

2) Penampilan aspek non medis

3. Aspek Pelayanan Kesehatan
Menurut Muninjaya (2004:49) untuk mengetahui kebsilan
pelaksanaan pelayanan kesehatan, pemerintah (Defieh menetapkan
indikator keberhasilan pelayanan sektor keseha#apek ini secara spesifik
diuraikan dalam SKN (Sistem Kesehatan Nasional)peks pelayanan
kesehatan tersebut meliputi :
a. Derajat Kesehatan
Lama hidup, kematian, cacat, kesakitan, status tjigkat pendidikan
kesehatan, tersedianya air bersih, kebersihanumggn, jamban, dan
upaya kepenuhsesakan
b. Upaya Kesehatan
Tenaga, peralatan, fasilitas, biaya, kebijakanprinhsi kesehatan,
organisasi dan kegiatan

c. Demografi
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d. Perilaku penduduk terhadap upaya kesehatan

e. Pengadaan sumber daya

f. Pemanfaatan sumber daya

g. Kesepakatan kebijakan

h. Potensi organisasi kemasyarakatan (peran sektorskperti sektor
pendidikan, perekonomian, dan lain-lain)

i. Lingkungan

4. Dimensi Kepuasan

Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang mampubeniiamn
kepuasan bagi para pemakai jasa pelayanan telsatemia pelayanan bersifat
abstrak yang tidak dapat diukur tapi dapat dirasakdenurut Azwar
(1996:39) adapun dimensi kepuasan khususnya dalam pklayanan
kesehatan ada dua, yaitu :

a. Kepuasan yang mengacu pada penerapan kode etikstdaudar

pelayanan ukuran-ukurannya :

1) Hubungan dokter dan pasien

2) Kenyamanan pelayanan

Bukan hanya fasilitas tetapi juga sikap serta tadgpelaksana

3) Kebebasan melakukan pilihan

4) Efektivitas pelayanan

5) Keamanan tindakan

b. Kepuasan yang mengacu pada penerapan semua pensysiayanan
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1) Ketersediaan pelayanéavailable)
2) Kewajaran pelayanaf@appropiate)
Sesuai dengan kebutuhan masalah medis yang dihadapi
3) Kesinambungan pelayanéontinue)
Setiap waktu ataupun pada setiap kebutuhan
4) Penerimaan pelayanéacceptable)
5) Ketercapaian pelayandachieveable)
6) Keterjangkauan pelayangaffordable)
7) Efisiensi pelayanan

8) Efektivitas pelayanan

F. Hambatan Dalam Pelayanan Kesehatan
Sofian Effendi (1995:76) menyebutkan beberapa faktgang
menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publitddnesia antara lain ;

1. Konteksmonopolistik dalam hal ini karena tidak adanya kompetisi dari
penyelenggara pelayanan publik non pemerintah @diekdorongan yang
kuat untuk meningkatkan jumlah pemerataan pelayaeasebut oleh
pemerintah.

2. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor lingkungamatmempengaruhi
kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi daeraksinya antara
lingkungan dengan organisasi publik.

3. Budayapatrimonial, dimana budaya organisasi penyelenggara pelayanan

publik di Indonesia masih banyak terikat oleh tsathiadisi politik dan



47

budaya masyarakat setempat yang seringkali tidakusif dan melanggar

peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalaandéagk jika tidak
terdapat hambatan. Hambatan dalam pelayanan kasetiaebabkan antara lain
karena kurangnya kesadaran akan pentingnya kesehsistem pelayanan
kesehatan biomedikal, pandangan yang salah menggata penyakit, persepsi
yang keliru mengenai kesejahteraan keluarga daagsetya. Perubahan dalam
pelayanan kesehatan sebagai akibat dari perkemmaihga dan teknologi
kedokteran, dapat juga timbul hambatan. Perubahain mpelayanan kesehatan
tersebut dapat dilihat dari menurunnya angka kémakcacat dan kematian serta
meningkatnya angka harapan hidup rata-rata masgtarblamun dilain pihak,
menurut pendapat Azwar (1996:39) perubahan tergabattelah mendatangkan
masalah sebagai berikut :

1. Terkotak-kotaknya pelayanan kesehatan. Timbulnyagk®takan dalam
pelayanan kesehatan, erat hubungannya dengan myacspesialisasi
dan sub spesialisasi dalam pelayanan kesehatanggahimenyulitkan
masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yangaapakelanjutan
pada gilirannya akan menyebabkan tidak terpenuhifkgdutuhan
masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

2. Berubahnya sifat pelayanan kesehatan. Perubahamuncul sebagai
akibat telah terkotak-kotaknya pelayanan kesehatang pengaruhnya
terutama ditemukan pada hubungan dokter dan paSielbagai akibat

munculnya spesialisasi dan sub spesialisasi mehiaba perhatian
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penyelenggara pelayanan kesehatan tidak dapatdiagrikan secara

menyeluruh. Perhatian tersebut hanya tertuju kegelldnan dan ataupun

organ yang sakit saja.

Dari sini dapat dilihat bahwa hambatan dalam pelayakesehatan lebih
banyak disebabkan oleh faktor pemberi layanan eéfudisi yaitu sebagaimana
subyeknya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten BltEmun yang lebih
diharapkan agar hambatan-hambatan tersebut dagaisididibutuhkan adanya
saling pengertian dan saling mengoreksi diri di@nteeduanya, yakni antara

pihak yang memberi pelayanan dengan pihak yang kearjasa layanan.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah sarana untuk menjawab suatu palaiean secara
iimiah. Suatu penelitian harus menggunakan metgaeg sesuai dengan pokok-
pokok permasalahan yang diteliti agar memperolda gang dikehendaki dan
relevan dengan permasalahan yang ada. Metode femetiemegang peranan
yang sangat penting, karena dalam penelitian tetdetdapat segala sesuatu yang
berhubungan dengan prosedur pelaksanaan penefitidai dari menentukan
penentuan fokus penelitian sampai dengan cara maliggdata yang diperoleh.

Sesuai dengan penelitian yang diangkat, penelitmnmenggunakan
penelitian deskriptif dengan menggunalkan pendekataalitatif. Menurut
Whitney (dikutip oleh Nazir, 2005:54). Penelitiaas#triptif adalah suatu metode
yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakata tata cara yang
berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasierterf termasuk tentang
hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandapgadangan, serta proses-
proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pbBndarusuatu fenomena.
Sedangkan Metode Penelitian Kualitatif menurut Bogdan Taylor yang dkutip
oleh Moleong (2007:5), bahwa “Metode Penelitian IKaaf adalah prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berkpta-kata atau lisan dari

perilaku orang-oarng yang diamati”.

49
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Menurut Kurt dan Miller (dikutip oleh Moleong, 20@§, menyebutkan
bahwa “Penelitian kualitatif adalah tradisi tertedfalam ilmu pengetahuan sosial
yang secara fundamental tergantung pada pengamatanusia dalam
kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-teesebut dalam bahasa
dan dalam peristilahannya”. Penggunaan jenis pemelideskriptif dengan
pendekatan kualitatif dalam penelitian ini ber&wjuuntuk mengetahui dan
mengungkapkan fakta sebenarnya tentang respomsspélyanan publik dalam
meningkatkan pelayanan kesehatan yang dilaksanpkda Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar. Data yang dikumpulkan berupa kata dan gambar bukan
angka-angka. Penyajiannya adalah dalam bentuk perzgyan, penguraian dan
penarikan kesimpulan dari data yang telah dikunmgulinenjadi sebuah bentuk

tulisan yang sistematis.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangatlah penting dalam usaha mhaéten batas
penelitian yang dilakukan, karena dengan penetégars penelitian maka akan
jelas batasan dan juga mempertajam dalam pembah&skus penelitian
merupakan lingkup awal yang dijadikan sebagai tgmppnelitian, maka peneliti
akan memperoleh gambaran secara menyeluruh ter@adaan yang akan
diteliti. Menurut Lexi J. Moleong (2007:93) fokuemelitian adalah penempatan
masalah yang menjadi pusat perhatian penelitiarsaMb adalah suatu keadaan
yang bersumber dari hubungan antara dua faktor latah yang menghasilkan
situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengadfirsgra memerlukan upaya

untuk mencari suatu jawaban. Faktor dalam hal apatl berupa konsep, data
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empiris, pengalaman atau unsur lainnya yang apdtatiuanya ditempatkan

secara berpasangan akan menimbulkan sejumlah tanga atau kesulitan. Di

dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitatalah :

1. Responsivitas pemerintah daerah dalam meningk&tkalitas pelayanan

kesehatan yaitu kepekaan atau daya tanggap peaferiigierah (Dinas

Kesehatan Kabupaten Blitar) terhadap tuntutan nnakgth dan

kemampuan pemerintah daerah untuk merumuskan pnggr@gram

sebagai wujud nyata dari tindak lanjut tuntutan yaeakat tersebut. Oleh

karena itu responsivitas dapat dilihat dari ;

a.

Akses : Dalam hal ini peneliti membatasi pada spaiayanan yang
harus dapat dengan mudah dijangkau oleh para peadgyanan baik
dari segi waktu, biaya maupun tempat.

Pilihan : Dalam hal ini pilihan yang dimaksud yamasyarakat di beri
kebebasan untuk memilih tempat perawatan yang iseferagan

kemampuan mreka masing-masing.

Informasi : Informasi yang dimaksud yaitu dalam pahyebarluasan
informasi kepada masyarakat mengenai prosedur gueday maupun

tentang kesehatan itu sendiri.

. Perbaikan : Perbaikan yang dimaksud dalam hal @tuysuatu

tindakan yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatatuk selalu
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yangikhine kepada

masyarakat.
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e. Keterwakilan : Keterwakilan yang dimaksud vyaitu ekébatan
masyarakat maupun lembaga lain dalam pengambilamtiksan suatu
organisasi publik.

2. Upaya-upaya peningkatan responsivitas pemerintaleraa dalam
pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar, dilihat:da

a. Penambahan sarana dan prasarana

b. Pelaksanaan beberapa program

c. Peningkatan sumber daya manusia

3. Faktor pendukung dan penghambat aparat pemerinéainatd dalam

peningkatan responsivitas pelayanan kesehatankdigéten Blitar

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti gaeilakan penelitian
terhadap obyek yang yang akan diteliti. Berhuburdmmgan penelitian ini, maka
lokasi penelitian akan dilakukan pada Dinas Keseh&iabupaten Blitar. Adapun
alasan pemilihan lokasi pada Dinas Kesehatan Kabnlitar didasarkan atas
pertimbangan kemudahan dalam obyek penelitianmlisay adanya kemudahan
terhadap data yang diperlukan, juga karena alasamsdi peneliti atas dasar
pertimbangan perlunya mengangkat fakta di sekderpat peneliti berdomisili
yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi bersaruk menambah informasi
bagi kalayak umum.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti akaengangkat

menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek ykag diteliti untuk
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memperoleh data yang valid dan akurat. Dari pesgeldersebut situs penelitian

ini adalah :

1.

Kantor Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
Kantor Bagian Pengendalian Penyakit dan Masalalkelkaan
Kantor Bagian Pengembangan dan Pemberdayaan Kaséhasyarakat

Masyarakat Sekitar

D. Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya harusngihg oleh data

yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki,telaebut harus digali dari

sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalasalala yang diteliti. Dalam

hal ini peneliti menggali dari dua sumber data,tiyadata primer dan data

sekunder.

1. Data Primer ;

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumberbydam penelitian ini,

yang termasuk data primer adalah data yang digeddaegan wawancara
secara langsung dengan pihak yang terkait yaitialéepinas Kesehatan
Kabupaten Blitar, Kepala Bagian Pemberantasan Rérden Penyehatan
Lingkungan, Kepala Bagian Pelayanan Kesehatarg pédrak-pihak yang

bisa dijadikan informasi dan berhubungan dengaelpgem ini.

Data Sekunder ;

Yaitu data yang dikutip dari sumber-sumber tertepang digunakan

sebagai pendukung data primer yaitu berupa dokwtnknmen, laporan-
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laporan, dan artikel-artikel Dinas Kesehatan Kabems Blitar yang ada

kaitannya dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datan yang digunakan dalam piameini adalah :

1. Interview
Teknik ini sering disebut wawancara, pelaksanaaneygan mengadakan
tanya jawab antara peneliti dengan informan. Datagydiperoleh dari
tanya jawab dengan beberapa orang yang kompetém peiugas dan
masyarakat pengguna secara langsung pelayananata@sgtada Dinas
Kesehatan Kabupaten Blitar.

2. Observasi
Yaitu pengamatan langsung kegiatan yang terjadlagangan terkait
dengan penyelenggaraan kegiatan yang berhubunggsulag maupun
tidak langsung dengan obyek yang diteliti. Dalarhihiamengenai upaya
peningkatan mutu/kualitas pelayanan kesehatan uwunalasponsivitas
pelayanan publik pada Dinas Kesehatan Kabupate¢ar Bli

3. Dokumentasi
Teknik ini dilakukan dengan mencatat atau menydéta-data yang ada
dalam dokumen di lokasi penelitian, khususnya yhatkaitan dengan
obyek yang diteliti. Data yang diperoleh dapatsherber dari buku-buku
yang mendukung atau tulisan dan artikel orang $airta foto-foto yang

diperlukan dalam tulisan ini.
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F. Instrument Penelitian

Instrument mempunyai peran yang sangat pentingrdalatu penelitian,
dimana instrument dapat dikatakan sebagai alat tdknik yang digunakan
menjadi referensi untuk mengumpulkan data, makashan tepat dan dapat
dipercaya.

Menurut Moleong (2007:63) mengatakan bahwa dalanmelgi@n
kualitatif, manusia sebagai instrument penelitilangy merupakan perencana,
pelaksana. pengumpul data, analisis, penafsir #dairnga ia menjadi pelapor
hasil penelitiannya. Instrument yang digunakanrdgsenelitian ini adalah :

1. Peneliti sendiri, dalam penelitian kualitatif sakdtu cirinya yaitu peneliti
merupakan instrument yang paling penting di dalangpmpulan data
dan penginterprestasian data.

2. Pedoman wawancaréinterview guide) serangkaian pertanyaan yang
memfokuskan pada permasalahan penelitian.

3. Instrument penelitian yang lainnya, seperti bukitbgatatan, alat tulis,

tape-recordercameradan lain sebagainya.

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses pemaknaan dampelan yang dibuat
yang berguna untuk memecahkan masalah yang diteételah data-data yang
diperoleh dari studi pustaka dan riset lapangataldjanaka langkah selanjutnya
adalah melakukan analisis data. Analisis data merRatton seperti yang dikutip
oleh Moleong (2007:103) adalah proses mengatur anrutdata,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katedgorisuatu uraian dasar.
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Analisis data yang digunakan dalam penelitian dalah analisis kualitatif
(analisis domain, taksonomi, komponen-sial) yargmibangkan oleh Spradley.
Analisis ini pada umumnya tidak berbeda jauh dengenelitian kualitatif
lainnya, yaitu suatu analisis data dilakukan beesam dengan proses
pengumpulan data. Teknik analisis dengan analisisath, analisis taksonomi,
analisis ko,ponensial dan analisis tema. Analigispgertama kali dikembangkan
oleh Spradley (1997).

Analisis taksonomi digunakan untuk menciptakan tsaaksonomi yang
mengikhtisarkan berbagai sebab rendah dan tinggingakan informan. Analisis
komponen digunakan untuk mencarisecara sistematitutaatribut dan
komponen-komponen yang berkaitan dengan sebab-setsabut diatas. Analisis
ini  melibatkan seluruh prosespencarian kontras, immbAmilah, dan
mengelompokkan dalam suatu dimensi kontras tertélalui analisis ini akan
ditemukan beberapa kontras yang muncul dalam ssddaddy itu. Terakhir,
analisis tema digunakan untuk menemukan tema-temg ypuncul selama proses
penelitian berlangsung, baik tema-tema yang bérgksplisit, maupun yang
inplisit. Analisis ini dilakukan pada setiap tahppnelitian, baik dalam tahap

pengamatan, deskriptif, terfokus, maupun terpilih.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah dpifsioJawa Timur
yang secara geografis termasuk berada di wilayltaseyang terus berusaha
mengembangkan segala potensi yang dimiliki. Dayi& f@otensi dan kekayaan
yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada bamdaya alam, produksi
hasil bumi yang melimpah, hasil — hasil peternalgarikanan dan deposit hasil
tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatatgpiejuga kekayaan budaya
serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilauladgilg menjadi kekayaan
yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu, berbagamudahan perijinan dan iklim
investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh Btabisosial politik merupakan
modal utama yang dapat menjdgioint of essential” terutama jaminan bagi
investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan dilam pengembangan

Kabupaten Blitar.

1. Letak Geografis

Lokasi Kabupaten Blitar berada di sebelah Selataatidistiva. Tepatnya
terletak antara 111°40!-112°10! Bujur Timur dan87<8°91511 Lintang Selatan.

Hal ini secara langsung mempengaruhi perubaham.ikklim Kabupaten Blitar

59
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termasuk tipe C.3 apabila dilihat dari rata-rateabuhujan dan bulan-bulan tahun
kalender selama Tahun 2000. Perubahan iklimnyartsepedaerah-daerah lain
mengikuti perubahan putaran dua iklim yaitu musienghujan dan musim
kemarau. Kabupaten Blitar tercatat sebagai safahksavasan yang strategis dan
mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. KabopBtgar berbatasan
dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timubdiesan dengan Kabupaten
Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupatenghgung dan Kabupaten
Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengdmupkten Kediri dan
Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah @eladalah Samudera
Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnyabifep diukur dari atas
permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyanggian + 167 meter dan

luas 1.588,79 kmz.

Di Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yangnbedah daerah ini
menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang meryguuas 689,85 km2 dan
kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daewng kurang subur. Hal ini
disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegumyang berbatu, dimana
batuan tersebut cenderung berkapur sehingga méragkdin tanah tandus dan
susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan BlitaraJtarmasuk daerah surplus
karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tangangrtumbuh dengan baik.
Salah satu faktor penting yang mempengaruhi ting&atiburan tanah di kawasan
Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang malsiif serta banyaknya aliran

sungai yang cukup memadai. Gunung berapi dan swagejy lebar berfungsi
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sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang teri@rdhlam material hasil

letusan gunung berapi.

Gambar 2
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Sumber www.blitarkab.go.id

Blitar terletak dikaki lereng gunung Kelud di Jawanur. Daerah Blitar
selalu dilanda lahar gunung Kelud yang meledakradoerkala sejak zaman kuno
sampai sekarang. Lahar mengalir kebawah melalubdrlembah sungai dan
membeku menutup permukaan bumi. Abu yang memauear bawah gunung
berapi akhirnya jatuh juga di permukaan bumi darcdrapur dengan tanah.

Lapisan-lapisan tanah vulkanik daerah Blitar padkekatnya merupakan suatu
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kronologi tentang ledakan-ledakan gunung Kelud y&ogtinue dari zaman
dahulu kala. Geologis tanah daerah Blitar berupaaha vulkanik yang
mengandung abu ledakan gunung berapi, pasir daai (giu kapur bercampuran
tanah liat). Warnanya kelabu kekuning-kuninganat8ifa masam, gembur dan
peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut tesgosol yang dapat
digunakan tuntuk penanaman padi, tebu, tembakasaan- sayuran. Disamping
sawah yang sekarang mendominasi pemandangan alarahdsekitar Blitar
ditanam pula tembakau di daerah ini. Tembakauitandm sejak zaman Belanda
berhasil menaruh daerah ini dibawah jurisdiksingdach Abad XVII. Bahkan
pernah maju-mundur Blitar ditentukan oleh berhaddknya produksi tembakau
di daerah ini. Sungai Brantas mengalir memotongata®litar dari Timur ke
Barat. Disebelah Selatan sungai Brantas (daerdhrBielatan) kita menjumpai
tanah yang lain lagi jenisnya. Tanah ini tergolosgjam apa yang disebut
grumusol Tanah grumusol merupakan batu-batuan endapan lyarkgpur di

daerah bukit maupun gunung. sifatnya basah.

2. Keadaan Demografi Kabupaten Blitar

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabuglitar untuk
menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya mepgadiasalahan apabila
kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki masitdaén Jumlah penduduk yang
besar dengan kualitas sumber daya manusia (SDMj tiaggi akan sangat

mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujesej&hteraan masyarakat.
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Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010, jumlahugekdKabupaten Blitar

sementara adalah 1.268.194 jiwa, yang terdiri 6ar.419 jiwa perempuan dan
laki — laki sebanyak 630.7754 jiwa. Dari hasil Sen®enduduk 2010 tersebut
tampak bahwa persentase penduduk terbanyak beradacdmatan Ponggok
yaitu sebesar 8,67 persen, berikutnya diikuti Keatam Kanigoro sebesar 6,54
persen dan Kecamatan Nglegok 6,04 persen. Sedarkg@amatan dengan
persentase penduduk terendah (di bawah 3 persetgha&ecamatan Wates
sebesar 2,48 persen dan Bakung sebesar 2,24 pefsipun tingkat

pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai%,8@ngan kepadatan

penduduk rata-rata 729 Km

Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan pduokinya adalah
Kecamatan Sanankulon yakni sebanyak 1.581 orangkitermeter persegi
sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Bayaini sebanyak 225
orang per kilo meter persegi. Pada umumnya kecank&izamatan yang terletak
diwilayah Blitar Utara seperti Ponggok, Sanankul&@nigoro, Nglegok dan
seterusnya memiliki jumlah penduduk dan tingkat akigpan lebih tinggi
dibanding kecamatan-kecamatan di kawasan Blitatael(Bakung, Wonotirto,
Panggungrejo, Wates dan Binangun). Hal ini kareasvalsan Blitar Utara
memiliki wilayah yang datar, banyak kegiatan perekuian dan beberapa
wilayah kecamatan berbatasan langsung dengan Kivéa, Behingga wajar jika
wilayah ini merupakan konsentrasi penduduk. SebgdikBlitar selatan adalah
wilayah dengan topografi perbukitan/pegunungan.irmikegiatan ekonomi dan

seluruh wilayahnya adalah pedesaan.
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Sebaran Penduduk di Kabupaten Blitar Untuk Masing —Masing Kecamatan

No. KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1. Bakung 15.090 15.385 30.475
2. Wonotirto 20.701 20.778 41.479
3. Panggungrejo 22.619 23.360 45.098
4. Wates 16.949 17.147 34.188
5. Binangun 24.433 24.755 49.520
6. Sutojayan 26.277 26.293 52.191
7. Kademangan 36.328 35.863 72.829
8. Kanigoro 38.625 39.204 77.370
9. Talun 33.073 33.297 66.125
10. | Selopuro 22.828 23.297 46.971
11. | Kesamben 29.342 29.629 58.971
12. | Selorejo 21.621 21.690 43.311
13. | Doko 22.729 22.880 45.609
14. | WIingi 29.484 29.657 59.141
15. | Gandusari 37.957 38.062 76.019
16. | Garum 34.427 33.873 68.300
17. | Nglegok 38.114 38.388 76.702
18. | Sanankulon 28.597 28.951 57.548
19. | Ponggok 51.493 52.590 104.083
20. | Srengat 33.164 33.615 66.779
21. | Wonodadi 25.255 26.219 51.474
22. | Udanawu 21.719 22.284 44.003
JUMLAH 630.755 637.419 1.268.194

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, wwvatidb.go.id
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Dari tabel di atas terlihat bahwa Kecamatan yangnifile jumlah
penduduk terbesar adalah Kecamatan Ponggok yaltangak 104.083 jiwa,
sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah pendudaling sedikit adalah
Kecamatan Bakung dengan jumlah penduduk 30.475 Maanun begitu apabila
jumlah penduduk dibandingkan luas wilayah masingasing kecamatan, maka
kecamatan Kanigoro memiliki kepadatan pendudukngalinggi karena diduga
berdekatan dengan wilayah Kota Blitar. Hal tersefitukung data bahwa
kecamatan-kecamatan yang berbatasan dengan wilKgad Blitar seperti
Kanigoro, Garum, Kademangan, dan Nglegok. Adapwarkatan yang memiliki

kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamasaes\W

3. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
a. Kondisi Kelembagaan
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas éseh
Kabupaten Blitar mempunyai susunan organisasi selbagkut :
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Penyusunan Program
b. Sub Bagian Keuangan
c. Sub Bagian Umum
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Keluarga

b. Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus
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c. Seksi Kesehatan Dasar dan Penunjang
4. Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehat
membawahi:
a. Seski Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Balergan
Masalah Kesehatan
b. Seksi Pemberantasan Penyakit
c. Seksi Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, amerhb:
a. Seksi Perencanaan Pendayagunaan dan Pengemisamgher
Daya Manusia Kesehatan
b. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan
c. Seksi Pembiayaan Kesehatan
6. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatyardkat ,
membawabhi :
a. Seksi Promosi Kesehatan
b. Seksi Gizi
c. Seksi Informasi dan Penelitian Pengembangaeliraan
7. Unit Pelaksana Teknis Dina (UPTD)

8. Kelompok Jabatan Fungsional.
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b. Tugas Pokok Dan Fungsi
Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana otonormaldagsimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah deanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. SesuaateReraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susu@anisasi dan
Tata kerja Dinas — Dinas Kabupaten Blitar disebutkbahwa Dinas
Kesehatan Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokokembantu
Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daeta
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibeshg Kesehatan
di wilayah Kabupaten Blitar “.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas hé&taa
Kabupaten Blitar mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanam uli
bidang Kesehatan
c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan sektor / bidesghiitan
d. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bugstia dengan
tugas dan fungsinya.
Sesuai tugas pokok “ Membantu Bupati dalam melaksam

urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otodami tugas
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pembantuan dibidang Kesehatan “, maka Dinas Kesehitbupaten

Blitar menetapkan Visi sebagai berikut :

“ Tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang mtimal
dengan terwujudnya masyarakat Kabupaten Blitar yang

semakin sejahtera “

Dengan mengacu pada visi yang telah ditetapkan,anizikas

Kesehatan Kabupaten Blitar menetapkan misi seltasggiut :

1. Melaksanakan optimalisasi tugas dan fungsi perdngka
Kesehatan dalam rangka pelayanan prima berdasStkadart
Pelayanan Minimal ( SPM).

2. Melaksanakan peningkatan profesionalisme petugdamda
pelayanan publik melalui pendidikan dan pelatih@atasa
berjenjang dan berkala.

3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat khusus
bidang kesehatan melalui Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat (UKBM).

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pada setid@apta

program untuk percepatan pencapaian kinerja.
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B. Penyajian Data
1. Responsivitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatdfabupaten

Blitar

Keberhasilan suatu pelaksanaan pelayanan keselt#pat berjalan
dengan baik apabila terdapat penanganan masalahdtas sedini mungkin dari
berbagai pihak agar suatu masalah kesehatan tetskdumenjadi semakin besar
atau parah dalam masyarakat. Penanganan mengesalam&esehatan ini dapat
dilakukan dengan cara mengantisipasi lebih dinhaeap suatu permasalahan
yang mungkin akan terjadi atau dikenal dengan pgaraan secara preventif.
Selain itu juga perlu dilakukan suatu penanganag Yeerkelanjutan yaitu dengan
tetap melakukan penangananan meskipun hal itu tefg@di atau sering disebut
sebagai penanganan secara represif, agar suatlaim&saehatan tersebut bisa
terselesaikan secara menyeluruh. Berkaitan denghtetsebut, Bapak Hendro
Subagyo selaku Kasi Pencegahan, Pengamatan PemlgakiPenanggulangan
Masalah kesehatan (P4AMK) memberi keterangan sebaghut ;

“ Untuk mencegah suatu wabah penyakit yang adaij tedaih melakukan

penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat baik itaraelangsung

maupun tidak langsung agar wabah tersebut bisanohralisir sedini

mungkin. Penguatan sistem kewaspadaan dini jugaragikan, serta

pengembangan sistem respon cepat melalui pembentuRd sebagai

regional centepenanggulangan wabah. Selain itu juga dilakukagrm

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakataprdaqgkungan

sehat, program pencegahan dan pemberantasan gedgakiprogram
perbaikan gizi masyarakat. ”

( Wawancara pada tanggal 14 Januari 2011 pukul01®/IB, di ruang
Bidang Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Petemggu Masalah
Kesehatan (P4MK) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar )
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Seperti yang telah dijelaskan bahwa penanganamu suabah penyakit
sedini mungkin harus segera dilakukan agar mampuinm@alisir keadaan yang
akan terjadi. Sesuai dengan hasil wawancara did&gsat disimpulkan bahwa
pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah mddakupenanganan sedini
mungkin terhadap kemungkinan munculnya suatu wagtethyakit yang ada.
Dengan tindakan tersebut, diharapkan akan menguiaggat risiko masyarakat
terserang suatu wabah penyakit yang ada. DilaiakpiBapak Hendro Subagyo
juga memberi penjelasan mengenai tindakan lebifutlarang dilakukan pihak

Dinas Kesehatan seperti berikut :

“ Selain upaya preventif dan promosi kesehatarebers juga dilakukan
penanganan berkelanjutan terhadap wabah penyaigt tgdah menyebar
di masyarakat. Uapaya yang dilakukan yaitu dengesegera mungkin
memberi pengobatan kepada masyarakat yang tekdrdag penyakit dan
melakukan pelacakan lebih lanjut untuk di ambil gaimya. Selain itu
menempuh strategi dengan memutus rantai penulaanama pada
populasi rawan tertular dan menularkan, juga pedayaan masyarakat
dalam mengelola lingkungan.”

( Wawancara pada tanggal 14 Januari 2011 pukub1®/8B, di ruang
Bidang Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Petemggu Masalah
Kesehatan (P4MK) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar )

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwakpihiaas Kesehatan
Kabupaten Blitar telah melakukan upaya penanggalangasalah kesehatan
secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti padgaup@eventif maupun promosi
semata. Upaya penanganan lebih lanjut juga dilakagar permasalahan suatu
penyakit tersebut bisa terselesaikan secara optiDethigan penanganan suatu

penyakit secara tuntas maka akan meminimalisirghnplenderita yang ada. Hal
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ini dilakukan agar terjadi peningkatan derajat kesgn yang ada dalam

masyarakat.

a. Akses (Access)

Sebuah organisasi publik yang berorientasi padabpgan pelayanan
publik yang berkualitas, harus memiliki prinsipfmip yang menjadi acuan bagi
pelaksanaan pelayanan. Diantaranya adalah prifkseshilitas, dimana setiap
pelayanan yang diberikan harus dapat dengan mudahgkiu oleh para
pengguna pelayanan baik dari segi waktu, biaya oratgmpat. Dinas Kesehatan
Kabupaten Blitar tergolong memiliki lokasi strategiaitu berada di Jl. Semeru
No. 42 Kota Blitar, tepatnya berada di sebelahautobon-aloon Kota Blitar.
Dengan lokasi yang berada pada pusat Kota Blitgr dimarapkan mampu
menjangkau masyarakat Kabupaten Blitar maupun malsyaKota Blitar secara

menyeluruh dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam wawancara dengan Bapak Suprapto, Kasi Irasirasan Penelitian

Pengembangan Kesehatan menjelaskan sebagai berikut

“ Mengenai pelayanan yang diberikan oleh Dinas Katean ini sendiri
memang diupayakan untuk memberikan yang terbaik $&mgua lapisan
masyarakat terutama masyarakat di Kabupaten Bléadiri. Disamping
itu kami juga memberi kemudahan bagi semua lapisasyarakat
terutama keluarga atau kelompok masyarakat menetegbhwah dengan
pemberian Jamkesmas dan Jamkesmasda. ”

( Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2010 pukul50®1B, di ruang
Bidang Informasi dan Penelitian Pengembangan Keésehdinas
Kesehatan Kabupaten Blitar )
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Seperti yang telah disebutkan bahwa salah fsaigsi Dinas Kesehatan
sebagai penyelenggara urusan pemerintahan danapalayumum di bidang
kesehatan, terutama dalam hal ini adalah masyateikbtipaten Blitar. Maka
Dinas Kesehatan mempunyai peran yang sangat \ethladap keberhasilan
maupun peningkatan derajat kesejahteraan masyadikdtabupaten Blitar.
Sehingga masyarakat berhak untuk mendapatkan pkiggsmnan kesehatan yang
dengan memperlakukan masyarakat sebagai manustahsga dan tidak
dipengaruhi oleh perbedaan agama, suku bangsaddanstiadat, jenis kelamin,
kepentingan politik dan kedudukan sosial. Sebagmtus dinas yang selalu
mengedepankan misi sosial kepada semua masyamikf Dinas Kesehatan
selalu berupaya untuk memberikan keringanan-kenagaatau kemudahan-
kemudahan terhadap masyarakat untuk memperolelyapela kesehatan yang

murah atau dapat dijangkau oleh semua lapisan meksyta

Untuk mengetahui keterjangkauan akses pelayanaehktan yang
diberikan Dinas Kesehatan kepada masyarakat, genbérusaha untuk
mendapatkan informasi dari beberapa masyarakaterbepernyataan dari

beberapa masyarakat berikut ini :

“ Menurut saya pelayanan kesehatan yang diberikaadKesehatan saat
ini semakin baik, karena telah memberikan keringafexinganan pada
masyarakat terutama menengah bawah untuk mendapatdayanan
kesehatan setara dengan masyarakat menengah keMidabya saja
dengan adanya Askes atau Jamkesmas itu sendifi sadgat membantu
terutama dalam segi biayanya .

( Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul008/IB dengan lbu
Sulasmi di Ruang Tunggu Puskesmas Srengat )
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Pendapat senada juga diungkapkan oleh Bapak Naatapmmengatakan bahwa :

“ Bagi saya, dengan adanya Askes atau Jamkesmbgmya perawatan
menjadi semakin ringan dan tidak mengurangi kuahtang semestinya
diberikan. Namun, pada awalnya dulu saya juga raekasulitan untuk
mengurus Askes atau Jamkesmas ini karena sayariskmding begitu

tahu masalah ini. Lalu saya diberi informasi oletamngga saya dan
kemudian saya mengurusnya. Walaupun prosedurngagjgak rumit, tapi

demi mendapatkan keringanan ”.

( Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2010 puk@s0®/IB, di Ruang
Tunggu Puskesmas Srengat )

Dari beberapa hasil wawancara yang disajikan as,atampak bahwa
masyarakat mampu mengakses pelayanan kesehatandiymendkan oleh pihak
Dinas Kesehatan dengan mudah dan terjangkau. Meskimsih ada beberapa
orang yang merasa kesulitan atau belum paham mangensedur untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan yang dapat teajanggtsebut. Dengan
demikian menunjukkan bahwa pihak Dinas Kesehatdaluséerusaha untuk
meningkatkan pelayanannnya kepada masyarakat umekcapai derajat

kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Blitar.

b. Pilihan (Choice)

Kebutuhan akan sarana kesehatan semakin hari semakingkat seiring
dengan perkembangan derajat hidup berbagai lapisayarakat. Banyak sekali
kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasikamliganuhi oleh pemerintah
agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitasena semakin banyak
pilihan yang dapat diakses oleh masyarakat sesmgath kebutuhan dan tentunya
juga harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomka msamakin baik

pelayanan yang diberikan. Dinas Kesehatan merupbkgran yang terpenting
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dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakata@angi daerahnya, sehingga

merupakan cerminan pelayanan bagi suatu daerah.

Menurut informasi dari Bapak Suprapto selaku Kagbrmasi dan
Penelitian Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehataloup&ten Blitar

menyatakan sebagai berikut :

“ Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada m&syamhak Dinas

Kesehatan ini telah memberi suatu keringanan umagyarakat terutama
lapisan masyarakat menengah ke bawah dengan adekgs ataupun

Jamkesmas itu sendiri. Dari situ nanti masyarakatgyberobat bisa
mendapat keringanan apabila mereka nanti di rugukuknah sakit. Untuk
biaya nantinya akan tergantung pada kebijakanrdasing-masing rumah
sakit ”.

(Wawancara pada tanggal 22 Oktober 2010 pukul O%/1B, di Ruang
Bidang Informasi dan Penelitian Pengembangan Késehdinas
Kesehatan Kabupaten Blitar )

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas lagika penulis juga
menghimpun pendapat dari beberapa masyarakat manded ini. Pada
umumnya masyarakat pun merasa puas dan tidak slilodeéa pemberi pelayanan
sehingga mereka dapat bebas memilih pelayanan sesai dengan kebutuhan.
Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sulasmi yangregde@rada di ruang tunggu

Puskesmas Srengat berpendapat bahwa :

“ Saya sudah cukup merasa puas dengan pelayangrdijmarikan selama
ini ditambah lagi dengan adanya Jamkesmas. Karemgad adanya
Jamkesmas ini kita menjadi terbantu untuk mendapatRelayanan
kesehatan. Dalam Jamkesmas ini pun Kkeringanangeeram yang
diberikan juga semakin banyak. Selain itu tempatgyhisa digunakan
untuk bekerjasama dengan program Jamkesmas pusgugakin banyak
atau luas. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh lagi ukintmendapatkan
pelayanan tersebut ”.

( Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2010 pukulO08/8, di Ruang
Tunggu Puskesmas Srengat )
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Menurut keluarga pasien lain seperti Bapak Djolkemgatakan bahwa ;

“ Sekarang ini pelayanan yang diberikan semakif.bai terbukti dengan

kita sebagai masyarakat atau pasien bisa memitilpde perawatan yang
kiranya dekat dengan lokasi tempat tinggal kiteatiar Karena sekarang
puskesmas-puskesmas pun menjadi semakin baik, liieldk jauh dengan
rumah sakit. Selain itu kita pun juga bisa menddgatnganan biaya

dengan adanya Jamkesmas yang sekarang ini. Kamisggnis penyakit

dan obat-obat yang bisa memakai Jamkesmas ini gagekin banyak.

Hal ini sangat membantu masyarakat, terutama malsyanenengah ke
bawah .

( Wawancara pada tanggal 25 Otober 2010 pukul O%/1B, di depan
ruang tunggu kamar pasien yang ada di Puskesmaga®ne

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa semakemingkatnya
kebutuhan masyarakat atas sarana kesehatan yang penuhi oleh
pemerintah. Maka pihak pemerintah dalam hal iniaBiKesehatan berupaya
untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, dimmaaayarakat mempunyai
banyak pilihan untuk mendapatkan pelayanan yangasefengan kebutuhan
mereka masing-masing. Dengan demikian menunjukkahwé Pemerintah
Daearah dalam hal ini pihak Dinas Kesehatan. tbiupaya untuk memenuhi
kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakatnya unekdapatkan pelayanan

kesehatan yang adil dan merata pada semua lapesyarakat.

c. Informasi (Information)

Untuk menciptakan sebuah hubungan yang harmonéaapemerintah
sebagai pemberi pelayanan dan masyarakat sebageaiirpa pelayanan perlu
adanya umpan balifeed back)jnformasi dari kedua belah pihak. Kerena dengan

informasi tersebut mampu untuk menjembatani anteeduanya, sehingga
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penyebarluasan informasi merupakan hal yang sapedii untuk dilakukan.
Informasi adalah berkaitan dengan tujuan dan sas@elayanan, standar
pelayanan yang disediakan, standar pencapaian,daaktanggung jawabnya
sehubungan dengan jasa layanan, penggunaan kewenaggam proses
pengambilan keputusan, mengapa suatu keputusamitidan apakah keputusan

tersebut sudah benar.

Akibat dari kekurangjelasan informasi adalah mes@t kurang
mengetahui proses pemberian pelayanan yang dilakalklh penyedia pelayanan,
hak dan kewajiban mereka sebagai penerima pelaygaag berpengaruh
terhadap kepuasan mereka. Seperti yang dikeluhledn beeberapa masyarakat
melalui kotak pengaduan atau kotak saran yang théasdiakan, yang menyatkan

bahwa :

“ Biasanya kami menerima keluhan yang disampaikasyarakat tentang
kurangnya informasi yang disampaikan para pihakaPirKesehatan
tentang kesehatan maupun prosedur atau tata cagahgaus dilakukan
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik ”.

( Wawancara pada tanggal 5 November 2010 pukul508/8, dengan
Bapak Suprapto di Ruang Bidang Informasi dan PeaelPengembangan
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar )

Salah satu pendapat dari masyarakat memberikagrakgfan sebagai

berikut :

“ Sebenarnya pelayanan yang diberikan Dinas Keaehat sudah baik,
namun ada beberapa hal yang masih perlu diperhayiéu kurang ada
kejelasan informasi antara pihak Dinas Kesehatamgale masyarakat
tentang prosedur pelayanan. Sehingga kesannyadproge berbelit-belit
dan masyarakat menjadi enggan untuk membahasnya ”.

( Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul51W0B, dengan
Bapak Ali di Ruang Tunggu Puskesmas Ponggok )
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Menurut pihak Dinas Kesehatan sendiri memberile&eriangan mengenai
hal ini, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Supr#asi Informasi dan

Penelitian Pengembangan Kesehatan yang mengatakama b

“ Pemberian informasi yang kami lakukan mengenandar, prosedur
pelayanan, maupun tentang kesehatan itu sendlaladangan sosialisasi,
penyuluhan langsung dan tak langsung melalui radengan harapan
masyarakat bisa lebih mengetahui informasi-inforrtesebut ”.

( Wawancara pada tanggal 5 November 2010 pukulbO@/¥B, di Ruang
Bidang Informasi dan Penelitian Pengembangan Késehdinas
Kesehatan Kabupaten Blitar )

Penyebarluasan informasi yang baik dan jelas memiteuntungan
kepada kedua belah pihak baik bagi pemerintah daeraupun masyarakat.
Karena dengan adanya penyampaian informsi, makdaradsparansi mengenai
proses pelayanan kesehatan yang disebarluaskadekerzesyarakat serta pemberi
pelayanan baik dari tingkat pusat sampai tingkataba Timbal baliknya adalah
adanya interaksi antara pemerintah daerah dan naksyasehingga teciptalah

suatu hubungan yang saling menguntungkan dianeahaakya.

d. Perbaikan (Redress)

Untuk terus meningkatkan responsivitas pelayananblip dan
meningkatkan kepuasan masyarakat sudah seharuskakaukedn perbaikan-
perbaikan secara berkelanjutan terhadap kekurayayag masih dimiliki dengan
mengacu pada suatu standar pelayanan yang ditergpk@a masing-masing
organisasi publik. Standar pelayanan ini digunakamuk mengontrol dan

mengukur sejauh mana kualitas yang telah diberildan hendaknya juga
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melibatkan peran serta masyarakat sehingga wajibfodnasikan kepada
masyarakat maupun para pemberi pelayanan sepértiahprosedur pelayanan.
Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suprapto Kafsirhasi dan Penelitian

Pengembangan Kesehatan sebagai berikut :

“ Pelayanan setiap lembaga pelayanan harus mersibkidar pelayanan
minimum pelayanan sebagai pengontrol kualitas pelay yang juga
harus diinformasikan kepada seluruh masyarakat omayara pemberi
pelayanan itu sendiri. Karena terkadang pelayaramg ysudah sesuai
standar saja masih terjadi kesalahan apalagi kialak ada standarnya ”.

( Wawancara pada tanggal 11 November 2010 puk@508/IB, di ruang
Bidang Informasi dan Pengembangan Penelitian Késehdinas
Kesehatan Kabupaten Blitar )

Seperti yang dimuat dalam KepMenPan No. 63/KEPAWR/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanaik jabfjy menjelaskan
tentang Standar Pelayanan Publik. Setiap penyedeagqg pelayanan publik harus
memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebggninan adanya kepastian
bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan menupakaan yang dibakukan
dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajdatd oleh pemberi dan

atau penerima pelayanan. Standar pelayanan sekkusaiggnya meliputi :

1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberipgaerima pelayanan
termasuk pengaduan.

2. Waktu Penyelesaian
Waktu penyelesaian yang dapat ditetapkan sejak p@vajajuan permohonan

samapai dengan penyelesaian pelayanan termasuiidueary
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. Biaya Pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang tdftkan dalam proses
pemberian pelayanan.

. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengaenten yang telah

ditetapkan.

. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang daienmdeh
penyelenggara pelayanan publik.

. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus dittapkengan tepat
berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilamp sdan perilaku yang

dubutuhkan.

Untuk lebih memantapkan kualitas pelayanan dengeenggunakan

standar pelayanan sebagai upaya mengontrol kuggésyanan, maka pihak

Dinas Kesehatan juga melakukan perbaikan setiapuwd&ngan melibatkan

partisipasi dari masyarakat sebagai pengguna pelayssekaligus sebagai

pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Halgai dijelaskan oleh Bapak

Suprapto Kasi Informasi dan Penelitian Pengembang@&sehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Blitar sebagai berikut :

“ Untuk melakukan perbaikan pelayanan, secara bsekkani mengadakan
pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui pemgangket. Hal
ini dilakukan untuk mengetahui secara langsungasipyang berkembang
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di masyarakat dan kemudian dapat dijadikan bahamymngan dalam
membuat kebijakan pihak Dinas Kesehatan selanjutnya

( Wawancara pada tanggal 11 November 2010 puk&00@/IB, di ruang
Bidang Informasi dan Penelitian Pengembangan Keésehdinas
Kesehatan Kabupaten Blitar )

Seperti yang dijelaskan dalam KepMenPan No. 25/KEPAN/2/2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasaryaikat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah, bahwa Indeks Kepud&asyarakat (IKM)
adalah data dan informasi tentang kepuasan masyarakg diperoleh dari hasil
pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif at@mdapat masyarakat dalam
memperolah pelayanan dari aparatur penyelenggdeygman publik dengan
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. uAdapanfaat dari

penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masingagasnsur dalam
penyelenggaraan pelayanan publik ;

2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yamah teilaksanakan
oleh unit pelayanan publik secara periodik ;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu dialabiupaya yang
perlu dilakukan ;

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menketarhadap hasil
pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup PemariPtigat dan Daerah ;

5. Memacu persaingan positif, antara unit penyelergggalayanan pada
lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaysgietan kinerja
pelayanan ;

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentaregjki unit pelayanan.
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Jadi intinya bahwa pihak Dinas Kesehatan juga neehgtikan hal-hal
yang dinilai masih lemah dalam pelayanan yang tkber pada masyarakat.
Selain itu pihak Dinas Kesehatan juga melibatkasyaiaakat untuk mengetahui
tingkat kebutuhan dan tuntutan masyarakat akanygeden yang responsif dan
berkualitas untuk melakukan perbaikan-perbaikarardapemberian pelayanan

kesehatan kepada masyarakat ke depannya.

e. Keterwakilan (Representation)

Dalam pengambilan keputusan sebuah organisasi ikpubanyak
dipengaruhi oleh berbagai macam faktor terutama@pgan berbagai macam
lapisan masyarakat. Sedangkan masyarakat merupallamndu-individu yang
bersifat heterogen dengan berbagai kepentingan parigeda dan tidak mampu
mengorganisir kebutuhan tersebut. Sehingga pardgempelayanan seharusnya
lebih mampu mewakili atau sebagai organisator y@aqEat menampung aspirasi

mereka.

Keterwakilan tersebut bisa melalui lembaga-lembggag ada ataupun
masyarakat yang menyampaikan secara langsung kepgaaisasi publik yang
bersangkutan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapakapto Kasi Infiomasi dan
Penelitian Pengembangan Kesehatan Dinas Kabupditan ¥ang menyatakan
sebagai berikut :

“ Dalam mengambil atau menentukan suatu kebijakanas Kesehatan

juga turut melibatkan partisipasi dari pihak laMisalnya saja dalam
menentukan miskin tidaknya suatu warga ditentukeh &T,RW, Bidan
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Desa/Petugas PPL KB dan Kepala Desa/Kelurahan ddéatiisasi
kategori miskin. Disamping itu masyarakat juga bisat andil secara
langsung yang disalurkan dalam Pelayanan Pengddaayarakat secara
langsung dan Kotak Pengaduan yang akan diselesarkatalui
mekanisme penyelesaian pengaduan sesuai PedomanuReévVIENPAN
RI "

( Wawancara pada tanggal 19 November 2010 pukdb0&/IB, di ruang

Bidang Informasi dan Penelitian Pengembangan Késehdinas
Kesehatan Kabupaten Blitar )

Berdasarkan KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003aegtPedoman
Umun Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pengadutap sgimpinan unit
penyelenggara pelayanan publik wajib menyelesalkporan atau pengaduan
masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pembergayaman sesuai
kewenangannya. Untuk menampung pengaduan masyataksebut, unit
pelayanan menyediakan kotak pengaduan atau kotan gzada setiap unit
pelayanan kesehatan. Dalam menyelesaikan pengathsy@rakat, pimpinan unit

penyelenggara pelayanan publik perlu memperhatikéhal sebagai berikut :

a. Prioritas penyelesaian pengaduan

b. Penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan

c. Prosedur penyelesaian pengaduan

d. Rekomendasi penyelesaian pengaduan

e. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduatak@pgpinan

f. Penyampaian hasil penyelesaian pengaduan kepaganengadukan

g. Dokumentasi penyelesaian pengaduan
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Adapun hak-hak konsumen yang dimaksud berdasaskalang-Undang
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Peartimgan Konsumen Pasal 4

yang menyebutkan hak konsemen adalah sebagai beriku

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan neagkonsumsi
barang dan/atau jasa.

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta metkiap barang
dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukakaoladisi serta jaminan
yang dijanjikan.

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur reeag kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa.

d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannyabatasig dan/atau jasa
yang digunakan.

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan koeswsecara patut.

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikarukoss.

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bermar jdjur serta tidak
diskriminatif.

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dam/genggantian,
apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidakasalengan perjanjian
atau tidak sebagaimana mestinya.

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan plangundangan

lainnya.
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Hak-hak konsumen wajib untuk dihormati bagi paeanperi pelayanan
khususnya pihak Dinas Kesehatan sesuai dengan tgdalg ditetapkan oleh
Undang-Undang. Keterwakilan tidak bisa lepas dariap masyarakat sebagai
pendukung utama dan penentu keberhasilan pelaksapakayanan publik.
Karena umumnya sebuah organisasi publik mempunyaurigan yang erat
dengan tiga elemen penting dalam masyarakat, yakasyarakat sendiri,
pemerintah dan pihak-pihak lain yang mana ketigasij)arapkan untuk saling
bekerjasama atau bersinergi agar mencapai sebpatukan atau kebijakan yang

sesuai dengan kebutuhan yang ada dan bisa ditel@haemua pihak.

2. Upaya-Upaya Peningkatan Responsivitas Palayandtesehatan Dinas

Kesehatan Kabupeten Blitar

Untuk memperbaiki tingkat responsivitas Dinas Kesan secara bertahap
dilakukan upaya-upaya yang diperlukan dan diseanadengan kabutuhan baik
untuk masyarakat maupun Dinas Kesehatan itu serdpaya ini dilakukan
karena masih adanya keluhan masyarakat mengerayapain yang diberikan
Dinas Kesehatan kepada masyarakat. Seperti yanglkdipkan oleh Ibu Naning

yang menyatakan bahwa :

“ Sebenarnya pelayanan yang diberikan Dinas Kearh€abupaten Blitar
ini sudah cukup baik, tapi alangkah lebih baik legau lebih ditingkatkan
kecepatan penanganan serta terlebih lagi perhpgtugas pada wabah-
wabah penyakit yang sedang berkembang di masyai@ékin itu Dinas
Kesehatan adalah suatu badan yang menangani mieaktiatan di suatu
wilayah tertentu yang duaharapkan mampu memberpaayanannya
yang terbaik karena secara otomatis masyarakat daglégnat dan menilai
kalu dari pihak Dinas Kesehatannya sendiri membarigelayanan yang
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baik maka unit-unit pelayanan kesehatan yang atdawahnya juga akan
baik .

( Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul519/(B, di Ruang
Tunggu Puskesmas Srengat )

Pendapat lain juga diungkapkan oleh salah satuakgh pasien yang ada
di Puskesmas Srengat, yaitu Bapak Muchson yang atean bahwa :

“ Menurut saya pelayanan yang diberikan saat idablujauh lebih baik

dari pada sebelum-sebelumnya. Hanya saja untuklahasarana dan

prasarananya masih perlu untuk ditingkatkan lagir dgsa memberikan

pelayanan yang lebih baik lagi bila ditunjang dengeeralatan yang

memadai .

( Wawancara pada tanggal 25 Oktober 2010 pukul50®/B, di depan
Ruang Tunggu Puskesmas Srengat )

Sedangkan menurut Bapak Suprapto Kasi Informasi Banelitian
Pengembangan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabup#@smi#ngatakan bahwa:
“ Banyaknya keluhan masyarakat tentang penambadsititds maupun
sarana dan prasarana yang ada tersebut kami tardpaggn baik sebagai
masukan. Tetapi juga harus kami sesuaikan dengaarkpuan anggaran
setiap tahun yang kemudian dilakukan perencanaamelg@raan dan
penggantian sarana dan prasarana yang rusak &au au
( Wawancara pada tanggal 11 November 2010 pukaDO&/IB, di Ruang
Bidang Informasi dan Penelitian Pengembangan Késehdinas
Kesehatan Kabupaten Blitar )
Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan selbg@gga peningkatan

responsivitas pelayanan kepada masyarakat adalah :

a. Peningkatan Sarana dan Prasarana
1) Perencanaan secara komprehensif
Dengan perencanaan secara komprehensif ini akanbamu

pihak Dinas Kesehatan untuk melihat kebutuhan-kefaut apa yang
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sekiranya akan dibutuhkan kedepannya. Dengan pmraan yang baik

ini, maka pihak Dinas Kesehatan bisa melakukanngarean yang lebih

matang dan menyesuaikan dengan anggaran yang admeagpermudah

dalam realisasinya ke depan.

2) Pembangunan bidang kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan mencakup keterseéeleaa dan

fasilitas kesehatan yang mampu melayani masyasddangga mampu

mendorong meningkatnya derajat kesehatan masyadik#&tabupaten

Blitar.
Tabel 3
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Blitar

No. Jenis Tenaga Tahun

2004 2005 2006 2007 2008
1. Rumah Sakit Umum 1 1 1 1 1
2. Rumah Sakit Bersalin 10 10 11 14 15
3. Puskesmas Pembantu 68 68 68 68 68
4, Puskesmas 24 24 24 24 24
5. Posyandu 1.42)7 1.427| 1.428 1.444| 1.444
6. Polindes 168 168 168 168 168
7. Pos Kesehatan Desa 0 0 0 195 248

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

Sampai dengan tahun 2008 di Kabupaten Blitar tetdhgrumah

Sakit Umum vyaitu RSUD Ngudi Waluyo di WIingi. Sasamprasarana

pelayanan kesehatan yang lain seperti Rumah Sakg&aln, Posyandu

dan Pos Kesehatan Desa (PoKesDes) mengalami peakgaib yang
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signifikan dengan upaya pemerintah dan swasta untekingkatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sepehtididdapkan dalam
Agenda RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2006-2011 daiorifas
pembangunan Tahun 2008 bahwa peningkatan aksasbih¢layanan
kesehatan kepada masyarakat merupakan salah gaitapryang secara
terus menerus akan ditingkatkan sehingga akan nrémbekonstribusi

yang nyata terhadap Pembangunan Manusia di KalvupBétar.

Pengadaan mobil ambulance untuk masing-masingeoamatan
Keterangan ini seperti diungkapkan Ketua DPRD KBbtar,
Guntur Wahono, S.Pd. Menurutnya belum lama ini kilga menyetujui
rencana dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yak®mn mengajukan
anggaran pengadaan 24 unit mobil ambulance ke MeKgsehatan,
dengan pertimbangan jika setiap kecamatan memilikunit mobil
ambulance, bisa semakin mendekatkan pelayanandtasgbada warga.
Dimana 24 unit mobil ambulance itu 22 unit diantga untuk
masing-masing kecamatan, sedangkan yang 2 unik ambbil ambulance
rumah sakit. Jika mendapat persetujuan dari Ment€esehatan,
Pemerintah Daerah hanya menyediakan anggaran ppimdgryang setiap
unitnya sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga totah damg dibutuhkan
sekitar Rp. 480.000.000,-. Secara resmi pengajaaggaran untuk
pengadaan 24 unit mobil ambulance tersebut telalandla tangani oleh

Bupati Blitar, dan segera di kirim ke Menteri Keatn.
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b. Pelaksanaan Beberapa Program Dinas Kesehatan

1)

2)

Kebijakan Deregulasi Debirokratisasi Pelayanan iRubl

Dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-aikepada
masyarakat, Dinas Kesehatan menetapkan beberapgakém dan
langkah-langkah dengan upaya mendukung Efisiensi Riaduktifitas
Kinerja Aparatur Pelayanan dengan mengkaji berbaBaraturan
Perundang-undangan yang melandasi penyelenggasayapan publik

serta perlunya penyempurnaan kualitas pelayanaadkemasyarakat.

Kebijakan dan strategi bidang pelayanan publik posili

1. Memiliki Standart Operating Proseduf SOP ) pelayanan disektor
publik khususnya di unit pelayanan langsung kepadayarakat 4
buah ( Puskesmas, Pustu dan polindes serta Lsimé¢.

2. Memiliki maklumat atau janji pelayanan sejumlahboiah ( 3 SOP
perijinan, 4 SOP pelayanan pengobatan dasar dieBosds, Pustu dan
Polindes serta Lab Kesling).

3. Kebijakan untuk program kegiatan pelayanan kesehzdbon jemaah
haji.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ( Jarakel baik
kuota maupun non kuota.

Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan transparansi pelayananikpualbth
aparatur, perlu dikembangkan suatu konsep dengambargun

keterlibatan atau partisipasi masyarakat dengaygbemggaraan fungsi-
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fungsi pelayanan publik yang dapat meningkatkanatias dan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidasghlatan. Berkaitan

dengan hal tersebut, Dinas Kesehatan Kabupatetar Blierencana
mengakomodir dan memfasiltasi beberapa kegiatdaralain:

1. Penandatanganan peraturan mengenai penyelengg&alayanan
Publik (SPM, Jamkesmas, MOU STOPS , Pemeriksaaseh&atan
Calon Jemaah Haji dan lain-lain)

2. Mengikut sertakan masyarakat dalam pengusulan teegiéesehatan

3. Mengadakan kegiatan forum komunikasi dengan LSNMy&3r

Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Sanksi

Dalam rangka memberikan stimulasi rangsangan ataopmiivasi
bagi aparatur dalam memberikan pelayanan yang ikerkapada
masyarakat, perlu disusun peraturan dalam benfuktisan Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Blitar, dalam kegiatan pemibepenghargaan

(reward) bagi pegawai yang menunjukkan prestasi kerja dakss bagi

aparatur atau pegawai yang lalai dan bertindak isiptcher dalam

melaksanakan tugas. Maksud pemberian penghargaasadési tersebut

adalah :

1. Pemberian penghargaan :
a. Meningkatkan prestasi kerja/ kinerjagveg.
b. Merangsang / memicu semangat kerjavpaiga
Bentuk penghargaan misal : mengajukan usyb@ncepatan

kenaikan pangkat / gaji bekala.
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2. Pemberian sanksi :
a. Membangun konsistensi pelaksanaan tugas
b. Sebagai pembelajaran diri
Bentuk pemberian sanksi misal :tegurasan] tertulis,
penundaan kenaikan gaji berkala atau kenaikankaang
4) Pembinaan Teknis Terhadap Unit Pelayanan Publik
Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis padtaurib
yang berhubungan langsung dengan masyarakat, idiapsa:
1. Memberikan pembinaan teknis pada Unit Pelaksana nigek
(Puskesmas/ Pustu, Polindes, ) sesuai jadwal s#tiaplan / semester
/ tahun.
2. Peningkatan profesionalisme dengan pelatihan keppdtugas
penyelenggaraan pelayanan.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan
5) Kebijakan Korporatisasi Untuk Pelayanan
Kebijakan otonomi manajemen, dengan memberikarekangan
secara jelas kepada unit kerja pelayanan, untukyelamggarakan
manajemen operasional pelayanaan secara mandigadenarapan akan
meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakdénbhal ini telah
merencanakan:
1. Menyusun rencana survey indeks kepuasan masyarakaik

pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Blitar.
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2. Merencanakan kerjasama dengan pihak ketiga untulkssmakan
sertifikasi ISO ( untuk mengetahui mutu manajemelayanan, SOP )

tahun 2010

6) Pengembangan Manajemen Pelayanan

7)

Sistem dan prosedur, yang merupakan bagian dariajeraen
pelayanan adalah kegiatan yang selalu berubahiskswgan tuntutan atau
kebutuhan masyarakat pelanggan. Oleh sebab ituk uményesuaikan hal
tersebut perlu adanya pengembangan manajemen pelayanan publik.
Adapun langkah-langkah pengembangan yang dilaksanadaupun yang

direncanakan adalah:

1. Melaksanakan standar pelayanan publik untuk kegidtaratif,
prefentif dan promotif bidang kesehatan.
2. Melaksanakan proses pelayanan sesuai dengan prosehg
ditetapkan.
3. Merencanakan dan menyusun SOP pada pelayanan yaslgm
memiliki SOP.
4. Merencanakan pelayanan kesehatan spesialistlkngeli
Kebijakan Peningkatan Profesiolisme Pejabat / Apeegehatan
Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, utamanya ypelan
kepada masyarakat diperlukan pejabat atau pegawaag \bertindak
profesional yang meliputi pengetahuan, ketrampikkap dan perilaku
dalam melayani pelanggan atau masyarakat. Penamgkeémampuan

tersebut dapat diperoleh melalui berbagai macamateeyg diantaranya



8)

92

adalah workshop, seminar, pelatihan dan kesempatan mengikuti

pendidikan lanjutan. Adapun kebijakan yang dilaksam adalah:

1. Memberikan kesempatan untuk mengikutirkshop/ seminar tentang
pengelolaan pelayanan kesehatan prima.

2. Menyusun analisis jabatan, standart kompetenstgabsruktural PNS
1 kali kegiatan secara berkala dan berkelanjutan

3. Penyediaan anggaran untuk peningkatan kinerjaaypae&n publik
melalui APBD .

4. Pengiriman untuk mengikuti pelatihan atau kursusoddng 1 Kali,
pendidikan spesialistik 7 orang, Pengiriman petatipenyedia barang
atau jasa sejumlah 3 orang

5. PNS yang mengikuti pendidikan S2 ( proses izinjaelasebanyak 12
orang dan pendidikan dokter spesialistik 6 orang

Kebijakan pengembangan dan pemanfa&t&overnment

Kebijaksanaan yang ditempuh untuk  mengembangkan d
memanfaatkan teknologi informasi serta upaya méaitkgn kualitas
pelayanan publik adalah mengacu pada:

1. Pengelolaan SIK/ SIMPUS ( dalam proses )

2. Merencanakan membuat E-mail ditiap Puskesmas (DUPTahun
2010.

3. Merencanakan penyusunan dan pengelolaan sumberkeaghatan

yang menangani bank data baik di tingkat kabupataupun wilayah
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( puskesmas ) sejumlah 30 orang, 6 orang di kdaboman 24 orang

untuk puskesmas.

c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana kegiataygoeln kesehatan
sangat menentukan keberhasilan pelayanan, karerekariangsung berhubungan
dengan masyarakat dengan berbagai kondisi yangOdela karena itu diperlukan
sumber daya manusia yang memadai dar segi kuadaraskan lebih terjamin
dari segi kualitas. Apalagi Dinas Kesehatan yangnmeyai bidang tugas
sebagai Institusi Pemerintah yang berhubungan lempgsiengan masyarakat
dalam usaha meningkatkan tingkat kesejahteraaratakgsyarakat yang ada di
daerahnya. Maka dalam menjalankan tugasnya diarlpkofesionalitas pegawai
yang tinggi. Setiap perekrutan tenaga kerja hamstiad dengan kemampuan,
kebutuhan dan harus memenuhi persyaratan yangdeéatiukan. Namun bukan
hanya itu saja yang harus dilakukan, maka setiapntaliadakan pengembangan
dan peningkatan kemampuan pegawai untuk terus teamngkatkan kualitas
pegawai yang ada agar mampu memenuhi kebutuhariudé&utan masyarakat
akan pelayanan kesehatan yang baik dan bermutgi.ti@gperti yang dijelaskan
oleh Bapak Suprapto Kasi Informasi dan Penelitimgémbangan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar berikut ini :

" Dalam perekrutan pegawai dilakuakan dengan melnitpegkan kriteria
tertentu seperti pendidikan maupun keahliannya. iRlasangat penting
karena hal tersebut akan mempengaruhi kinerja pagagar bisa
memberikan pelayanan yang profesional kepada meisytar.
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( Wawancara pada tanggal 11 November 2010 puk@b08&/B, di Ruang
Bidang Informasi dan Penelitian Pengembangan Késehdinas
Kesehatan Kabupaten Blitar )

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas KasehKabupaten

Blitar untuk meningkatkan sumber daya manusianyararain :

1)

2)

Rekruitmen sumber daya manusia sesuai dengan ketrutu

Rekruitmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhafhlakukan
agar tidak terjadi penumpuka pegawai. Dimana bakim terjadi maka
akan ada inefisiensi dalam tubuh organisasi tetsdbalam organisasi
tersebut akan terlihat banyak pegawai namun fuggsmang kurang jelas.
Atau yang sering kita dengar dengan istilah strmuldtganisasi yang
gemuk atau kaya struktur namun miskin fungsi. Diambantuk organisasi
yang seperti ini justru akan terkesan boros daaktidfektif maupun
efisien.
Pelatihan sumber daya manusia sesuai dengan kealputuh

Pelatihan ini dilakuakan untuk meningkatkan kiaepegawai
dalam memberikan pelayanan kepada masyaraka aga lebih
profesional. Pelatihan yang dilakukan ini bisa rnuelbarbagai cara. Pada
Dinas Kesehatan ini sendiri telah melakukan pemgin untuk mengikuti
pelatihan atau kursus 45 orang 1 kali, pendidikpesislistik 7 orang.
Pengiriman pelatihan penyedia barang atau jasantju3 orang. PNS
yang mengikuti pendidikan S2 ( proses izin beldjaebanyak 12 orang

dan pendidikan dokter spesilistik 6 orang.
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3) Penempatan tenaga sesuai dengan bidang keahliannya
Penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan bk@ahgjannya
ini sangat penting. Karena dengan penempatan pegasaai dengan
bidang keahliannya akan membantu dalam menyelesdiligas dan
fungsi yang diemban oleh masing-masing bidang.itsela, pekerjaan
akan cepat terselesaikan secara efektif dan efisien
4) Pemberian penghargaan dan sanksi pada pegawai
Pemberian penghargaan dan sanksi atau yang datandenal
dengan istilalreward and punishmenhi dilakukan untuk memacu atau
merangsang kinerja para pegawai agar lebih bergghatalam bekerja

dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepadgarakat.

3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Peningkatan Respgivitas

Pelayanan Kesehatan

Upaya peningkatan responsivitas Dinas Kesehatahupaen Blitar
merupakan suatu usaha yang tidak mudah. Karenatisgpag kita ketahui
daerah cakupan dari pemerintah Kabupaten Blitatisgargolong sangat banyak
atau luas. Ada banyak sekali faktor-faktor yandupdiperhatikan sebagai nilai
positif yang dapat mendukung upaya peningkatapitpiga tetap memperhatikan
nilai negatif yang dapat menghambat upaya peniagks¢hingga perlu diadakan
langkah antisipasi. Hal ini harus sudah dipikirlkdan dipertimbangkan sebelum
memulai pelaksanaan agar tidak menemui hambatanakean berdampak jangka

panjang nantinya.
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Adapun faktor pendukung dan penghambat upaya @lesian

responsivitas pelayanan kesehatan Dinas Kesehddaha

a. Faktor Pendukung :
1) Kesadaran Sumber Daya Manusia akan tugas dan ftagpggu
jawabnya sesuai dengan profesi dan tugas yang diemgh

Kesadaran akan tugas dan fungsi yang diemban paleh
pegawai ini juga sangat penting dalam menjalankagiakan
mereka sehari-hari. Dengan mereka mengetahui tudms
tanggung jawabnya, maka semua pekerjaan akan segera
terselesaikan dan semua akan berjalan secaraf efaktiefisien.
Dengan begitu maka para pegawai akan lebih bertagggwab
terhadap masing-masing tugas mereka.

Apabila mereka tidak mengetahui atau belum mehgeta
tugas dan fungsi mereka, maka hal tersebut akargmaembat
pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi terséalam
organisasi tersebut akan terjadi ketidakefektifanan d
ketidakefisienan dalam menyelesaikan pekerjaan.enéarpara
pegawai tidak mengetahui tugas dan fungsi dari mgasiasing.
Hal ini yang nantinya akan mengarah pada para paggang
tidak bertanggung jawab pada pekerjaan yang adkabapada

kebijakan atau keputusan yang telah ada.
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2) Pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blaar Dinas

Kesehatan Profinsi
Dengan adanya pembinaan dari Pemerintah Daerah

setempat maupun dari Dinas Kesehatan Profinsieimilisi sangat
membantu para pegawai Dinas Kesehatan Kabupater Bélam
menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikdayaean
yang lebih baik. Dari kegiatan pembinaan terselau ppegawai
menjadi lebih mengerti apa yang seharus segerkuida untuk
meberikan  pelayanan  kesehatan yang terbaik  untuk
masyarakatnya. Pembinaan yang dilakukan pun dikkaengan
berbagai cara. Misalnya saja melalubrkshop atau seminar-
seminar, pelatihan-pelatihan ataaining, serta bentuk pembinaan
lain. Dengan harapan, setelah diberi pembinaarelats para
pegawai mampu lebih sigap, tanggap dan cepat dalam
memberikan pelayanan kesehatan maupun menyelesaéksalah
kesehatan yang terjadi di daerahnya. Selain ita giparapkan,
agar para pegawai semakin profesional dalam mekamesuatu
bentuk pelayanan terutama dalam hal ini pelayarnesehatan
kepada masyarakat. Tanpa pandang bulu atau merbeddian
sesuai dengan agama, suku, kepentingan kelompd&ngzm
maupun yang lainnya. Masyarakat harus mendapat&kyanan
yang sama tanpa harus ada deskriminasi pelayamgndylaerikan

kepada mereka.
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b. Faktor Penghambat :
1)Jumlah SDM baik kualitas maupun kuantitas yangtifetaasih

kurang dan tidak merata pada semua unit pelayanan

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu hal yang
sangat penting dalam suatu organisasi untuk mehjata
fungsinya. Tanpa adanya sumber daya manusia, segarnidak
akan berjalan dengan semestinya. Sumber daya raagasg
dimilikipun harus sesuai dengan kebutuhan yang &gagan
sumber daya manusia yang relatif masih kurang Haik seqgi
kualitas maupun kuantitasnya, maka akan menghakibatja
dari organisasi tersebut. Dan penyebaran sumbermayusia ini
harus merata agar setiap unit mampu sling bekarjeasataupun
bersinergi untuk memberikan yang terbaik bagi miady.
Tanpa adanya sumber daya manusia yang memilikithsadan
kuantitas yang memadai maka akan sangat mengah&mbga
organisasi tersebut untuk memberikan pelayanan waaigimal
bagi masyarakat.

2)Kecukupan Anggaran

Masalah yang sangat penting dan sering dihadehislatu
organisasi publik adalah masalah kecukupan angdaransial
yang dimilikinya. Banyaknya tuntutan kebutuhan yaegus-
menerus meningkat dan harus dipenuhi tidak sest@i a

sebanding dengan jumlah anggaran yang tersediainHdhpat
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berakibat buruk bagi suatu organisasi publik,teena dalam hal
ini adalah Dinas Kesehatan. Karena kekurangan aaggiapat
menyebabkan terhambatnya pelaksanaan peningkatan
responsivitas pelayanan kesehatan. Tanpa dukunigansial
yang cukup maka berpengaruh terhadap semua aspektise
tidak jalannya program vyang direncanakan, menuranny
produktivitas kerja yang berakibat buruk pada lekmliasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sghingra
masyarakat terhadap Dinas Kesehatan menjadi b&eikingga
perlu adanya usaha yang optimal untuk mengelolaargan
dengan baik agar masalah ini dapat diatasi dark tidanjadi
kendala yang serius.
3)Adanya mutasi-mutasi karena perubahan peraturanu ata

restrukturisasi organisasi

Dampak dari mutasi pegawai tersebut justru tidediikst
para pegawai yang merasa disakiti atau tidak depaterima
kenyataan di unit baru tempat dia bekerja. Mereksasa kurang
atau tidak bisa lagi konsentrasi dalam bekerjalagpanembuat
satu program baru. Padalahal sebelumnya, prograug iyeereka
buat belum berjalan namun sudah ada SK mutasi kehgar,
diamana pegawai tersebut harus berpindah tempat K&ngan

adanya mutasi-mutasi pegawai ini, dirasa akan nanbht para
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pegawai untuk mampu memberikan pelayanan yang maksi

pada masyarakat.

C. Analisis Dan Interpretasi Data

Setelah data dikumpulkan dengan berbagai careeriods, wawancara,
dan dokumantasi), data kemudian dianalisis dantedpretasi. Data yang
disajikan adalah data-data yang diolah sehingga léaih mudah dipahami dan
dimengerti, namun dengan tetap tidak meninggalkaens data yang
bersangkutan. Dalam menyajikan data hasil penelitih dalamnya sudah ada
kegiatan analisis dan interpretasi yang melipuiideg membaca, mempelajari
dan menelaah data yang telah dikumpulkan. Selagutilakukan penyusunan
dan pengolahan data sehingga akan memudahkan ain dalengambil suatu

kesimpulan.

1. Responsivitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatanalfupaten
Blitar
Responsivitas atau daya tanggap merupakan kemangpganisasi untuk
mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusumrifas kebutuhan, dan
mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayaRasponsivitas
mengukur daya tanggap organisasi terhadap harkemginan dan aspirasi, serta
tuntutan warga pengguna layanan. Menurut Dwiyamtard Supriyono (Jurnal
Administrasi Negara, 2001:20) dalam manajemen pelay publik responsivitas

(responsivenesspdalah kemampuan organisasi untuk mengenali kie@otu
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masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayatsan mengembangkan
program-program pelayanan publik sesuai dengan tkbbo dan aspirasi
masyarakat.

Pelayanan kesehatan masyarakat pada prinsipnyagutaemakan
pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Pelaygromotif adalah upaya
meningkatkan kesehatan masyarakat ke arah yang bebk lagi. Sedangkan
pelayanan kesehatan preventif yaitu mencegah agayarakat tidak jatuh sakit
serta terhindar dari penyakit. Oleh sebab itu @elap kesehatan masyarakat
tersebut tidak hanya tertuju pada pengobatan itdiyiang sedang sakit saja,
tetapi yang lebih penting adalah upaya-upaya peinzey

Berdasarkan data diatas, pelayanan kesehatandyakgkan oleh pihak
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dalam menangasalala kesehatan sudah
termasuk baik. Hal ini terbukti dengan upaya-upggag telah dilakukan oleh
pihak Dinas Kesehatan dalam menghadapai suatu palahan kesehatan yang
ada di masyarakat yaitu dengan melakukan langkaikéh secara preventif,
promosi maupun represif. Langkah preventif dilakukantuk mencegah
terjadinya wabah penyakit yang ada agar bisa dimdhsir sedini mungkin.
Sedangkan langkah promotif dilakukan sebagai upaytuk meningkatkan
kesehatan masyarakat ke arah yang lebih baik dbagae pendukung bagi
langkah preventif tersebut. Dan langkah represiigyailakukan ini sebagai
lanjutan dari langkah-langkah sebelumnya agar pgrean masalah kesehatan

tersebut bisa diselesaikan secara tuntas. Semugkalatangkah tersebut
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dilakukan dengan tujuan sebagai upaya pihak DinasseKatan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yandi &ddoupaten Blitar.

a. Akses(Access)

Berdasarkan data diatas, akses berarti bahwa skpisan masyarakat
harus memiliki akses yang sama terhadap produknéay®arang dan jasa yang
diberikan oleh organisasi publik. Menurut pendametulis hal tersebut memang
sangat penting untuk dilakukan oleh semua organisaik organisasi publik
maupun  organisasi privat dengan tujuan agar tidalerdapat
perbedaan/ketidakmerataan pendistribusian pelayaeanama dalam hal ini
bidang kesehatan kepada siapapun. Karena setigjarakat mempunyai hak-hak
yang sama untuk memperoleh pelayanan baik dari wafgtu, biaya maupun

tempat.

Dari penyajian data tentang akses yang dilakukamad Kesehatan
Kabupaten Blitar, kita dapat melihat bahwa pemaratpelayanan kesehatan
kepada masyarakat ditunjang oleh beberapa faktortatianya adalah dari segi
tempat. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar terledagat strategis yaitu berada di
pusat Kota Blitar, tepatnya di JI. Semeru No. 42ak8litar atau berada di sebelah
utara aloon-aloon Kota Blitar. Hal ini memudahkanasyarakat untuk
mengaksesnya dan ditunjang oleh sarana transporéesj tersedia. Karena
letaknya yang strategis yaitu ditengah kota yarngatldiakses oleh masyarakat

Kabupaten Blitar maupun masyarakat Kota Blitar. iHdah yang menjadi salah
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satu faktor yang mendukung pemerataan akses olayanakat karena letak

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar ini berada di pkisga Blitar.

Dengan kondisi masyarakat yang berbeda-beda laailselgi pendidikan,
ekonomi dan sosial secara otomatis Dinas Keselhttantut untuk memberikan
pelayanan yang murah tetapi tidak mengurangi lasapelayanan yang diberikan.
Sebagaimana yang tertuang dalam KepMenPan No. 8unT4993 tentang
Pedoman Tata Laksanan Umum yang menyatakan baHagapan umum harus
mempunyai prinsip keadilan yang merata dimana cakuptau jangkauan
pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkiradetstribusi yang merata
dan diperlakukan secara adil. Hal yang sama jugeenudikakan dalam
KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedomamy®&enggaraan
Pelayanan Publik bahwa salah satu prinsip pelayanafik adalah kemudahan
akses berupa tempat dan lokasi serta sarana pataysmmg memadai, mudah
dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatidamolbgi telekomunikasi

dan informatika.

Mengacu pada peraturan tersebut dan melihat faltg ada di lapangan,
maka penulis berpendapat bahwa saat ini Dinas lké&seliKabupaten Blitar telah
mengalami peningkatan dalam memberikan pelayanasehlatéan kepada
masyarakat. Dimana Dinas Kesehatan tersebut telampon memberikan
pelayanan keehatan yang merata kepada selurubdapigsyarakat sesuai dengan
misi kemanusiaan yang diemban bahwa dalam membefniedayanan tidak

membeda-bedakan masyarakat berdasarkan statugatengan apapun. Hal ini
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juga didukung oleh pendapat dari beberapa masyayakg menyatakan bahwa
pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan KatbuopBlitar ini sudah
mampu menjangkau semua lapisan masyarakat, teruteasgarakat Kabupaten

Blitar.

b. Pilihan (Choice)

Kepuasan konsumen atau pengguna pelayanan publikpakan hal yang
abstrak dan sulit untuk diukur. Pada umumnya maskghrakan merasa puas
apabila dalam memberikan pelayanan, sebuah organigablik mampu
menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa pdahk kunci kepuasan
terletak pada kebebasan pengguna jasa untuk melalas&u menentukan pilihan.
Dewasa ini banyak sekali pilihan-pilihan jasa pategn di luar pemerintah yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masinggnmasmiliki keistimewaan
serta keunggulan yang dapat diraih. Menyikapi heisdbut maka sebuah
organisasi publik perlu untuk meningkatkan mutu Bannggulannya agar dapat
bersaing dengan sektor privat dengan senantiasgpenbanyak pilihan dalam
pelayanan di berbagai sektor publik. Seperti yakgndukakan oleh Jenny Potter
yang dikutip Supriyono (Jurnal Administrasi NegaP®01:9), bahwa semakin
banyak pilihan yang diberikan kepada masyarakatikusuatu jasa pelayanan

maka pelayanan itu akan semakin berkualitas.

Dinas Kesehatan sebagai suatu badan yang menurkasghatan

masyarakat di suatu daerah mempunyai peran yangatsgenting terhadap



105

derajat kesehatan masyarakat yang senantiasa kidnaifiyak sekali kebutuhan
di bidang kesehatan. Keanekaragaman kebutuhan rakaygersebut harus dapat
ditampung oleh Dinas Kesehatan dan selanjutnya tdagadikan bahan
pertimbangan dalam menyediakan berbagai pilihdaypean kesehatan. Dalam
hal ini masyarakat merupakan pengguna jasa layaaain Dinas Kesehatan.
Dimana setiap masyarakat memiliki keluhan-keluhangyberbeda sesuai dengan
penyakit yang dideritanya. Disamping itu masyarakatsebut juga sangat
kompleks, karena mereka hidup dengan berbagai m&oadisi yang ada. Oleh
karena itu Dinas Kesehatan dituntut untuk berussmaaksimal mungkin untuk
meningkatkan responsivitas pelayanannya, dalam ihal adalah dengan
memberikan banyak pilihan bantuan kesehatan kepadgarakat. Selain itu, jika
pilihan-pilihan pelayanan yang dibutuhkan belumugpuknenjangkau masyarakat
maka pihak Dinas Kesehatan juga menerima masukaokaa dari masayarakat

dengan menyediakan kotak saran yang terdapatidpsetit pelayaa kesehatan.

Jadi menurut pengamatan penulis sejauh ini, uppgaingkatan
responsivitas yang dilakukan oleh Dinas Kesehatahuldaten Blitar mengenai
pilihan masyarakat sudah cukup terakomodasikan. ikialdapat dibuktikan
dengan adanya Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Magyayakg memberi
kemudahan bagi masyarakat yang berada pada golomgaengah ke bawah atau
masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan &&mehsecara gratis.
Program ini nantinya akan terintegrasi atau menjadjian dari Sistem Jaminan
Sosial Nasional (SJSN) yang bertujuan memberi nmirhigan sosial dan

kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
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c. Informasi (Information)

Berdasarkan pendapat Jenny Potter yang dikutip Slgriyono (Jurnal
Administrasi Negara, 2001:9) informasi adalah bitaka dengan tujuan dan
sasaran pelayanan, standar pelayanan yang disedstieedar pencapaian, hak
dan tanggung jawabnya sehubungan dengan jasa Hyapanggunaan
kewenangna dalam proses pengambilan keputusan, apenguatu keputusan

diambil dan apakah keputusan tersebut sudah benar.

Berdasarkan data dari hasil wawancara kepada maksya masih ada
beberapa masyarakat yang mengaku masih terdapatpeggysiuran informasi
mengenai prosedur pelayanan yang diberikan, padatesmlurut pihak Dinas
Kesehatan sudah memberikan informasi yang terbulengenai prosedur
pelayanan, standar pelayanan, hak dan kewajibamsDKesehatan maupun
masyarakat melalui papan-papan pengumuman maumsialisasi-sosialisasi di
beberapa tempat. Kondisi seperti ini menurut penuapat disebabkan oleh
kurangnya perhatian masyarakat terhadap infornmé&sirnasi yang diberikan atau
disampaikan oleh Dinas Kesehatan sehingga terjskamunikasi atau kurang

jelasnya informasi yang ada.

Dalam KepMenPan No. 81 Tahun 1993 tentang Pedorasm Laksana
Pelayanan Umum salah satu prinsipnya mengatakamnvabatarus terdapat
keterbukaan yaitu tentang prosedur dan tata calaygean, persyaratan
pelayanan baik teknis maupun administratif, unija&kebertanggungjawab dalam

memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif kalhal lain yang berkaitan



107

dengan proses pelayanan wajib diinformasikan setamauka agar mudah
diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik dimiatau tidak. Sedangkan
dalam KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang oReath Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan pealayarblik harus memiliki

kejelasan yang meliputi persyaratan teknis dan midtmatif pelayanan publik,

unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggwadjadalam memberikan
pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/dangka&lam pelaksanaan
pelayanan publik, serta rincian biaya pelayanadilpdlan tata cara pembayaran.
Kedua peraturan tersebut intinya sama bahwa seidg@yanan publik harus
memberikan informasi yang sejelas-selasnya kepaasyamakat. Dan penulis
melihat bahwa pihak Dinas Kesehatan telah mengrdsikan hal-hal tersebut
kepada masyarakat secara terbuka melalui mediaanyadig ada. Bahkan selain
itu, pihak Dinas Kesehatan juga aktif dalam meniaeriinformasi kesehatan
melalui sosialisasi-sosialisasi kepada masyaraHat. ini menunjukkan bahwa
Dinas Kesehatan telah berupaya sebaik mungki untekingkatkan derajat

kesehatan masyarakat secara luas.

d. Perbaikan (Redress)

Upaya peningkatan responsivitas bukanlah suatthausgang dapat
dilakukan dengan cepat melainkan harus dilakukaaraebertahap namun terus
dilakukan dari waktu ke waktu sehingga dapat ditoorngejauh mana kualitas

pelayanan yang diberikan selama ini dengan menggunstandar tertentu yang
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dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan dan juga tepadagi penerima

pelayanan.

Berdasarkn data dilapangan menunjukkan bahwa Dikasehatan
Kabupaten Blitar telah menggunakan standar pelaysaiu KepMenPan No.
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyekeragm Pelayanan
Publik yang menjelaskan tentang Standar PelayandoikP Sebagai Institusi
Pemerintah yang berhubungan langsung dengan mkayadalam usaha
meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat, maka®Kesehatan mempunyai
kedudukan dan fungsi yang sangat sentral daregisainaka keberadaan Standar
Pelayanan Publik maupursStandard Operating ProcedurdSOP) Bidang
Kesehatan menjadi sangat penting. Disamping itayapang dilakukan pihak
Dinas Kesehatan dalam melakukan perbaikan pelayeseghatan di Kabupaten
Blitar ini yaitu dengan pengadaan 24 unit mobil atabce. Dimana mobil-mobil
ambulance tersebut akan diberikan pada masing-masicamatan sebanyak 22
unit mobil sedangkan 2 unit mobil ambulan akan elikan pada rumah sakit
Ngudi waluyo yang berada di WIingi untuk lebih rneemgkau pemberian

pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabuplgtan

Selain menerapkan standar pelayanan untuk memforkualitas
pelayanannya, Dinas Kesehatan juga tidak boleh afieikgan keterlibatan
masyarakat. Karena masyarakat adalah penggunapfaganan yang secara
langsung menjadi aktor utama penerima pelayanan. itlasesuai dengan

pendapat Jenny Potter yang dikutip oleh Supriyduon@l Administrasi Negara,
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2001:9) perbaikan dilakukan melalui kontrol kuditaerhadap penyedia
pelayanan oleh berbagai lapisan masyarakat dars maemperhatikan masukan
berbagai pihak secara proporsional dan seimbatigyénadalah masyarakatlah
yang turut berperan aktif terhadap perbaikan imirdda masukan dari masyarakat
menjadi bahan pertimbangan para pembuat kebijak@inds Kesehatan untuk
senantiasa membuat kebijakan yang sesuai dengandah masyarakat. Dan
bagi pelaksana pelayanan agar berupaya meningkgtkyanannya kepada
masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan Dinasdkesan mampu untuk melihat
sejauh mana kekurangan dan kelebihan dari masisgigraunsur dalam
penyeleggaran pelayanan publik dan dapat memasaipgan positif antar unit
penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintalat Rnaupun Pemerintah

Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.

e. Keterwakilan (Representation)

Adanya partisipasi masyarakat dalam meningkatlkespansivitas Dinas
Kesehatan merupakan faktor yang sangat mempeng@mases pemberian
pelayanan publik. Dukungan, perhatian maupun keluhanjadi masukan bagi
Dinas Kesehatan untuk mempertimbangkan dan ditidaajiti sebagai sebuah
respon positif untuk selalu berupaya maksimal deranunjukkan kualitas yang
terbaik. Partisipasi dari masyarakat terhadap &khai) yang diterapkan Dinas
Kesehatan tergantung dari implementasi kebijakasu aproses pemberian
pelayanan apakah baik atau buruk, menguntungkanntegyarakat atau bahkan

justru merugikan bagi masyarakat.



110

Mengacu pada apa yang diungkapkan oleh JennyrRetiagaimana yang
dikutip oleh Supriyono (Jurnal Administrasi Nega2®01:9) bahwa konsumen
seharusnya cukup terwakili dalam sistim pengamtkiputusan yang dibuat oleh
pemerintah mengenai suatu jasa layanan. Artiny&uskeputusan yang dibuat
dengan mempertimbangkan keterwakilan semua lapisasyarakat. Dalam
menyampaikan aspirasinya, maka masyarakat dapakitiwleh sebuah lembaga
yang dapat menampung aspirasi mereka dan menyalkedg@ada pihak Dinas
Kesehatan seperti DPRD yang tugasnya memang mewsdslarakat atau bisa
juga oleh lemabaga non pemerintah dengan berpedpa@a Undang-Undang
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Parhigdn Konsumen yang
bertugas untuk mendampingi konsumen apabila dig@nludan dapat pula
mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Dinas Katsehtersebut. Mengingat
masyarakat di sektor publik umumnya tidak mengasganlan mereka bukan
sumber daya yang bersifat homogeni oleh sebabdjabpt publik seharusnya
mengahargai kebutuhan mereka dengan jalan melekdagiepentingan

konsumen dalam bentuk keterwakilan.

Menurut pengamatan penulis, Dinas Kesehatan Kabuiitar ini sudah
melakukan koordinasi yang baik dengan masyarakdaa $&emerintah Daerah
setempat yang mewakili aspirasi masyarakat daeatdomdsetiap pengambilan
keputusan atau kebijakan. Sedangkan untuk menamgspigasi dari masyarakat
setempat secara langsung, pihak Dinas Kesehatah teknyediakan Kotak
Pengaduan atau Kotak Saran pada setiap Unit Palayj@esehatan. Selanjutnya

diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian peagadsesuai Pedoman
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Petunjuk Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Ripulidonesia dalam
KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedomanmuiu
Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sehingga masyatagat secara langsung
mengajukan keluhan atau pengaduan terhadap petayamra diberikan oleh
pihak Dinas Kesehatan yang dinilai kurang berketan perlu ditindak lanjuti
oleh pihak Dinas Kesehatan agar bisa diperbaikijaetebih baik ke depannya.
Selain itu juga telah dilakukan kerja sama dengalretapa radio yang ada untuk
melakukan dialog tanya jawab antara pihak DinaeKatsn dengan masyarakat.
Dimana masyarakat bisa menyampakan keluhan-kelyhaselama ini dan
selanjutnya akan dijadikan masukan bagi pihak DKesehatan sebagai bahan

kajian dalam perumusan suatu kebijakan atau kepuitsslanjutnya.

Namun, tingkat partisipasi masyarakat terhadapyambilan keputusan
Dinas Kesehatan dinalai masih sangat kurang, dilkteen masyarakat kurang
tahu bagaimana proses penyampaiannya kepada pilels [Kesehatan atau
berdasarkan fakta yang terjadi ada beberapa mé&syagang takut untuk
menyampaikan pengaduannya dengan menyembunyikantitage pengadu
dengan alasan khawatir kalau masalah yang merakaadikan dipersulit serta
nantinya akan merugikan mereka. Faktor keenggataank&takutan masyarakat
ini yang menjadi kendala pihak Dinas Kesehatan kuntenindak lanjuti proses
pengaduan tersebut. Oleh karena itu lembaga m&sydrarperan penting untuk
mewakili serta melindungi masyarakat sehingga nrakgh bebas menyampaikan

aspirasinya.
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2. Upaya—Upaya Peningkatan Responsivitas Pelayanan Kdgatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Blitar

Di era persaingan seperti saat ini, hampir dapmstikan bahwa semua
organisasi publik terpacu untuk mengoptimalkan ikamlpelayanannya dengan
memperbaiki kekurangan yang ada serta meningkdt&baibihan yang dimiliki.
Apalagi sekarang ini masyarakat selalu menuntuigiemya sebuah organisasi
publik yang baik(good governance)adi kepercayaan dan kepuasan masyarakat
yang menjadi kunci keberhasilan yang utama dalaatuswrganisasi publik
tersebut. Masyarakat sekarang sudah mulai terbaka dau menyampaikan
langsung pendapat mereka tentang pelayanan yargkantgrima. Seperti yang
didapat dari hasil wawancara denganbeberapa masyayang sebagian besar
sudah merasa puas dengan pelayanan yang dibetétapibak Dinas Kesehatan.
Namun tidak sedikit pula yang menyampaikan kelumampun saran agar pihak
Dinas Kesehatan lebih meningkatkan kualitas pekayaya terutama masalah
responsivitas pelayanan. Menyikapi hal tersebuhaBiKesehatan juga selalu
berusaha memenuhi harapan masyarakat dengan mgagapapeningkatan

responsivitas dengan melaksanakan beberapa kabgakerti berikut :

a. Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Seperti yang diungkapkan oleh Vincent Easperzgydikutip
Sianipar (2000:23) menngungkapkan ada sepuluh dinkenakteristik/atribut

yang perlu diperhatikan dalam perbaikan kualitas jpelayanan dan salah
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satunya adalah kelengkapan. Yaitu kelengkapan yaegyangkut lingkup

pelayanan, ketersediaan sarana pendukung dan pafaykomplementer.
Upaya peningkatan responsivitas yang dilakukan ©kesehatan umumnya
adalah dengan penambahan sarana fisik sepertingenmenambahan mobil
ambulance untuk masing-masing kecamatan agar éimakin mendekatkan
pelayanan kesehatan pada warga atau masyarakain 8ejuga dilakukan

penambahan sarana kerja sesuai dengan kebutuharbisgadimanfaatkan
secara optimal. Hal ini membuktikan bahwa adanyayapmaksimal yang
dilakukan pihak Dinas Kesehatan untuk mendekatkenpdda masyarakat

dan sekaligus meningkatkan mutu pelayanannya.

b. Pelaksanaan Beberapa Program Dinas Kesehatan

Di samping penambahan sarana dan prasarana Regseshatan
juga telah mencanangkan beberapa program yangnigsrfuneningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatagraRr-program yang
dijalankan berkaitan langsung terhadap upaya pkatag pengetahuan
masyarakat akan pentingnya kesehatan. Pelaksanagnam ini secara
intensif telah dilakukan untuk menekan buruknyakarkpsehatan masyarakat
dan menambah pengetahuan masyarakat tentang keseBatain menambah
pengetahuan masyarakat juga dilakukan pembinaanpunatpelatihan
terhadap para pemberi pelayanan untuk meningkgtkafesionalisme para

pemberi pelayanan tersebut.
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c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Seperti yang telah kita ketahui bahwa sumber dagausia yang
dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kaupaten Blitar imrgolong sumber daya
yang berkualitas dan memiliki profesionalisme yammggi. Hal ini sesuai
dengan pendapat Islami yang dikutip oleh Suryo®@®1254) tentang prinsip-
prinsip pelayanan publik yang harus memiliki pningknikalitas. Yaitu setiap
jenis pelayanan proses pelayanannya harus ditaoggmiaparat yang benar-
benar memahami secara teknis pelayanan tersebdadagkan kejelasan,
kesepakatan dan kemantapan sistem, prosedur, stamnment pelayanan. Hal
ini juga diperkuat oleh pernyataan Menteri Pendagagn Aparatur Negara
dalam KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang ofeth Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik bahwa dalam pemipiayanan publik
harus terdapat kompetensi petugas pemberi pelayamanditerapkan dengan
tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian keterammlkap dan perilaku
yang dibutuhkan. Maka dari itu untuk meningkatkaralkas sumber daya
manusianya, Dinas Kesehatan telah melaksanakangkatan SDM melalui
pendidikan formal, kursu¥ob Training, workshoptau seminar, dan lain-lain.
Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan sund@®a manusia yang
dimiliki oleh Dinas Kesehatan bisa semakin berkaalidan bisa semakin

professional dalam memberikan pelayanan.
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3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Peningkan
Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Blita

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung di dalam pelaksanaan peningkatponsivitas
pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan pada umumragsabdari faktor
intern. Artinya potensi dan kelebihan yang dimilikidalah faktor
pendukung yang utama dan lebih dapat dimaksimaketeradaannya
untuk mendukung peningkatan responsivitas. Kesadatanber daya
manusia akan tugas dan tanggung jawabnya sesugargmofesi atau
tugas yang diemban oleh masing-masing pegawai aiekg@unggulan

dari Dinas Kesehatan ini.

Selain itu Dinas Kesehatan ini juga mendapat pead dari
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dan dari DinaseKatan Privinsi
untuk membantu meningkatkan pelayanan kesehat&aliipaten Blitar.
Faktor-faktor tersebut akan lebih mempermudah gala&an peningkatan
responsivitas Dinas Kesehatan dan hendaknya mekggidin tersendiri
bagi Dinas Kesehatan untuk lebih mengoptimalkanlitasa pelayanan
yang diberikan karena akan menjadi keuntungan kmlgak Dinas
Kesehatan sendiri dan kedepannya akan berpengaadh kepuasan
masyarakat atas pelayanan kesehatan yang dibebkaas kesehatan

tersebut.
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b. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan peningkatan responsivitas peaykesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar tentunya juga men&éambatan dan
permasalahan yang selalu muncul. Hambatan terbebbasal dari sumber
daya manusia yang dimiliki. Dimana sumber daya yaaa tersebut baik
dari segi kualitas maupun kuantitas masih reldtiveng dan tidak merata
pada semua unit pelayanan yang ada. Hal ini sangaghambat dalam

memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.

Disamping itu, permasalahan yang paling penting d&aring
dihadapi berasal dari dalam organisasi adalah m@atas&ecukupan
anggaran. Terbatasnya anggaran yang dimiliki mengahghambat
apabila tidak diantisipasi dan segera diatasi. Kangengaruhnya sangat
luas bukan hanya pada organisasi, kinerja apataipitakan berdampak
pula pada masyarakat. Namun tidak dapat dipungkithwa selain
masalah anggaran, jumlah sumber daya manusia haktds maupun
kuantitas yang adapun masih kurang dan tidak merada semua unit

pelayanan yang ada.

Sedangkan hambatan yang berasal dari luar organisialah
adanya perubahan peraturan atau restrukturisarian@a@si yang
memungkinkan terjadinya mutasi-mutasi para pegawdial ini
membutuhkan adaptasi-adaptasi terhadap perubaHandpn nilai-nilai

kultural yang ada oleh suatu pegawai terhadap saejanisasi tersebut.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penjelasan di atas dan analisisydag telah diolah,
maka kesimpulan yang dapat ditarik dari resporesviemerintah daerah dalam
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan padasMesehatan Kabupaten

Blitar adalah sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar ini sudah dapattakan responsif
dalam memberikan pelayanan kesehatan pada mastysmkarutama
masyarakat Kabupaten Blitar. Hal ini dapat dibudtildengan melihat
beberapa prinsip responsivitas yang ada. Diantaradalah akses,
yaitu keterjangkauan masyarakat untuk mendapatktaygnan yaitu
baik dari segi tempat, biaya serta waktu yang ainludah sangat
terjangkau oleh hamper semua lapisan masyarakaitamesa
masyarakat menengah kebawah yang sering kali ikeabaPrinsip
kedua, pilihan yaitu kebebasan masyarakat untulentakan berbagai
macam pilihan pelayanan kesehatan yang disediakkeh Dinas
Kesehatan. Prinsip ketiga, informasi yaitu berhgam dengan
penyampaian informasi kepada masyarakat mengeosegur, standar

pelayanan, dan sebagainya yang telah disosialssasilengan baik
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kepada masyarakat meskipun masih terdapat kekuran@ansip
keempat, perbaikan yaitu upaya yang dilakukan Dikasehatana
untuk  memperbaiki pelayanannya yang masih  memiliki
kelemahan/kekurangan berdasarkan standar pelaysemwerti yang
tercantum dalam KepMenPan No. 63/KEP/M.PAN/7/200&tas
standar pelayanan lain yang ada. Perbaikan dilakulangan tetap
melibatkan masyarakat melalui saran-saran yangeda pengukuran
Indeks Kepuasan Masyarakat dengan penyebaran anBkietsip
kelima, keterwakilan yaitu penampungan aspirasi #apentingan
masyarakat DPRD maupun lembaga swadaya masyamkaydng
ada.

. Beberapa upaya peningkatan responsivitas yang tillakukan oleh
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar ini adalah dengsmambah
sarana dan prasarana yang memadai untuk lebih nnlme proses
pelayanan kesehatan dan meningkatkan kepuasanmderyarakat.
Pelaksanaan beberapa program dan kebijakan baagaselwujud
kepedulian pihak Dinas Kesehatan terhadap kebutdlaantuntutan
masyarakat serta tindak lanjut dari penampunganragspyang
disampaikan oleh masyarakat. Yang lebih utama wkiak adalah
peningkatan terhadap sumber daya manusia baik segii kualitas
maupun kuantitas sehingga memiliki profesionalismeg tinggi dan

kinerja yang lebih produkiif.
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3. Faktor pendukung dan penghambat dalam peningkaspomsivitas
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah berhasdediifikasi dan
menjadikan faktor pendukung sebagai modal dan kekugihak
Dinas Kesehatan untuk menyelenggarakan pelayarsgh&&an yang
berkualitas. Sedangkan faktor penghambat sebagén@gan bagi
Dinas Kesehatan untuk terus melakukan koreksi pexbadan

pembaharuan demi terciptanya pelayanan yang lebponsif.

B. SARAN

Setelah mengkaji hasil penelitian yang penulis kaky maka ada
beberapa hal yang ingin penulis sarankan guna lefektifnya peningkatan
responsivitas pelayanan kesehatan Dinas Kesehabopkiten Blitar dan bagi
perkembangan pelayanan publik khususnya bidangh&tsg yaitu sebagai

berikut :

1. Perlu adanya peningkatan peran serta masyarakahadbgy
penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada DinasdtaseKabupaten
Blitar melalui penyampaian kritik maupun saran rhelanedia-media
yang telah disediakan oleh pihak Dinas Kesehatpergdotak pengaduan
atau kotak saran pada setiap unit pelayanan kesehdtemudian
kewajiban dari setiap unit pelayanan kesehatareliatsbeserta pihak
Dinas Kesehatan adalah menampung aspirasi-asgleasi masyarakat
tersebut dan menindaklanjutinya dengan pembuataiu $ebijakan yang

tepat atau sesuai.
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. Peningkatan profesionalisme para pegawai dengarberdtan pelayanan

sebaik mungkin dan peningkatan tanggungjawab middadap misi

kemanusiaan yang diemban bagi umat manusia.

. Diharapkan terus dapat mempertahankan prestasi amgghkan yang

telah diraih serta mengupayakan untuk terus mekakugeningkatan

kualitas pelayanannya untuk mencapai prestasigsiefin yang lebih

baik.

. Lebih berperan aktif terhadap peningkatan pengeataltentang kesehatan
dan meningkatkan derajat kesehatan manusia Ingosesiruhnya agar
menjadi manusia yang berkualitas.

. Perlu adanya kerjasama dan koordinasi dengan spihak yang terkait

seperti masyarakat, pemerintah, atau pihak-pihak(lpihak asing ) agar
tercipta suatu hubungan yang harmonis dan salimgyomgungkan.

. Berusaha agar dapat menjadi suatu dinas yang teaitdiri dan mampu

mengelola manajemennya dengan baik di tengah dwersaingan tanpa
harus terus bergantung pada subsidi pemerintahademgngoptimalkan

potensi yang dimliki tanpa meninggalkan orientassig@nya kepada
masyarakat.

. Perlu adanya perbaikan yang terus dilakukan teghadeua aspek yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan baik unitygpea di tingkat

bawah sampai dengan tingkat atas agar mampu mémbepelayanan

kesehatan yang lebih baik dan bermutu.
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Demikian beberapa saran yang dapat disampakanipealdm penelitian
responsivitas pemerintah daerah dalam peningkatalit&s pelayanan kesehatan
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. Harapanlipesemoga penelitian yang

masih jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat fnagk-pihak yang terkait.
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Bagan Struktur Organisasi :

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
SUBBAG SUBBAG SUBBAG
TATA USAHA SUNGRAM KEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
YANKES PPMK PSDK PPKM
Seksi Kesehatan Dasaf Seksi Pemberantasan Seksi Perencanaan Pendayg- Seksi Gizi

& Penunjang

Penyakit

SeksiKesehatan Rujuka
& Khusus

Seksi Pencegahan,
Pengamatan Penyakit dan
Penanggulangan Masalah

kesehatan

gunaan dan Pengembangar

SDM Kesehatan

Seksi Kefarmasian dan
Perbekalan Kesehatan

Seksi Promosi Kesehatan

Seksi Kesehatan
Keluarga

Seksi Penyehatan
Lingkungan

Seksi Pembiayaan
Kesehatan

Seksi Informasi dan
Litbangkes







Bagan Kondisi Kepegawaian Pada Dinas Kesehatan Kapaten Blitar

NO PERANGKAT DAERAH PJELIJQI\QLOAI\\ITL fa | Wb | ll/c | 1/d | ll/a | Ni/b | I/c | I/d | IV/a | IVIb | IVIc | SMA/D1 | DIl S1 S2
1 | DINKES Kab. Blitar 73 4 3 3 4 6| 30 5 9 4 5]|- 31 11 22
2 | PUSKESMAS BINANGUN 26 7 1 5 1 3 6 2] - - - - 19 5 2] -
3 | PUSKESMAS KESAMBEN 26 3] - 5 4 6 6 1]- - - 1 17 7 2] -
4 | PUSKESMAS BORO 26 3 1 5 4 4 5 2 2| - - - 21 3 2 |-
5 | PUSKESMAS MARGO M 26 7 1 2 2 4 6 3 1]- - - 19 5 2 |-
6 | PUSKESMAS SUTOJAYAN 30 4 2 2 3 8 7 - 3 |- 1 1 19 7 4 -
7 | PUSKESMAS KANIGORO 30 5 2 2 4 9 6 1]- - 1]- 25 3 2 |-
8 | PUSKESMAS WLINGI 28 5 2 4 - 8 5 3] - 1 1 1 21 4 3
9 | PUSKESMAS TALUN 34 10 1 2 4 8 3 5 2] - - 1 26 4 4 -
10 | PUSKESMAS GARUM 31 4 - 3 3 41 11 5]|- - - - 26 3 2] -
11 | PUSKESMAS SANANKULON 30 9 1 4 1 6 6 3 |- - - - 26 3 1
12 | PUSKESMAS WONOTIRTO 20 9 1]- 3 2 2 2 |- - - - 12 6 1]-
13 | PUSKESMAS BAKUNG 21 5 1 51- 1 4 2 3 |- 1]- 18 1 2 |-
14 | PUSKESMAS SRENGAT 35 8 1 3 4 5 9 3 1]- 1]- 25 7 3] -
15 | PUSKESMAS WONODADI 26 5 2 1 2 8 5 3] - - - - 19 4 3] -




16 | PUSKESMAS UDANAWU 27 10 20
17 | PUSKESMAS PONGGOK 30 9 21
18 | PUSKESMAS BACEM 21 1 13
19 | PUSKESMAS GANDUSARI 29 6 23
20 | PUSKESMAS SLUMBUNG 17 4 11
21 | PUSKESMAS DOKO 22 6 17
22 | PUSKESMAS SELOPURO 24 7 16
PUSKESMAS
23 | KADEMANGAN 39 10 31
24 | PUSKESMAS WATES 20 5 13
25 | PUSKESMAS NGLEGOK 36 13 27

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
JI. Dr. Soetomo No. 53 Telp. / Fax. ( 0342 ) 801243
BLITAR 66133

T R
KABUPATEN BLITAR

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research
Nomor : 072 / 1409.202 /2010

Membaca : Surat dari Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ilmu Administrasi tanggal - Nomor : 724/
H.10.3.PG/ 2010 perihal Riset
Mengingat : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Juli 1972 No. Gu/ 187/ 1972

Dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan survey / research oleh :

Dr.M.R. KHAIRUL MULUK. S.Sos.M.Si

. Mayjen Haryono No 163 Matang - -
“Responsivitas Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Kesehatan di Kabupaten blitar

research :  Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar

20 September s/d 20 Nopember 2010
DHENIS CRISTINA MAHARDIKA

Nama Penanggung Jawab

P -
Thema / Acara survey / reseach

Lamanya survey / research

Pengikut/ Peserta Survey/ Serech

Dengan ketentuan — ketentuan sebagai berikut :

Dalam jangka 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Camat

setempat.

1. Mentaati ketentuan — ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah setempat

2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesusilaan serta menghindari pernyataan — pernyataan baik
dengan lisan ataupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina Agama,
Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.

3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan — kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut
diatas.

4. Setelah berakhirmya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Bupati
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar mengenai selesainya
pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah tempat survey / research.

5. Dalam jangka waktu 1 bulan setelah selesai dilakukannya survey / research diwajibkan memberikan laporan
tentang pelaksanaan dan hasil — hasilnya kepada :

a. Dinas / Instansi yang bersangkutan
b. Bupati Blitar

6. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang Surat
Keterangan ini tidak memenuhi ketentuan — ketentuan sebagai tersebut diatas.

7. Penyimpangan / Penyalahgunaan terhadap Surat Keterangan ini yang berakibat kerugian pihak lain adalah diluar
tanggung jawab Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Blitar.

Blitar, 7 September 2010

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
Tembusan disampaikan kepada Yth : : -“i\' UNGAN MASYARAKAT
& SABWPATEN BLITAR

1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Blitar
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Blitar

ATUA

ITIK
NGAN
AKAT

BADAN KES| N
BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDU
MASYAR,
. Q-



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DINAS KESEHATAN
J1. Semeru No. 50 Telp. 801834 - 800117
e-mail : dinkeskabblitar@telkom.net
BLITAR

Blitar, 15 September 2010

Nomor : 070/22757/409.104/2010 Kepada

Lampiran im Yth. Sdr. Ketua Jurusan Adm. Publik

Perihal : Persetujuan Riset Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
di

Malang

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 7241/H.10.3/PG/2010 tanggal : -
peribal permohonan riset atas nama mahasiswa :

Nama : Dhenis Christina Mahardika

NIM : 0710310190

Jurusan : Administrasi Publik

Tempat Riset : Dinas Kesehatan Kab.Blitar

Waktu : 20 September s/d 20 November 2010

Judul Penelitian : Responsivitas  Pemerintah  Daerah  Dalam
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Di
Kabupaten Blitar.

Bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan ijin untuk kegiatan tersebut
dengan ketentuan berpedoman pada surat dari Badan Kesatuan Bangsa Politik
dan Perlindungan Masyarakat Nomor:072/ /409.202/2010 tanggal 7 September
2010 dan menyesuaikan dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku di
lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Bidang Yankes
2. Kepala Bidang PSDK

A Wil DI DARA

Tk 1
221990032007
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